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banyak meluangkan waktunya untuk memberi bmbingan kepada penulis sejak 
persiapan penulisan hingga selesainya skripsi ini. 
9. Para ketua jurusan dan sekertaris peradilan agama fakultas syari’ah dan 
hukum UIN alauddin makassar yang telah memberikan pelayanan yang 
berguna dalam penyelesaian studi pada fakultas syari’ah dan hukum UIN 
alauddin makassar. 
10. Para bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan fakultas syari’ah dan hukum 
UIN alauddin makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna 
dalam penyelesaian studi pada fakultas syari’ah UIN alauddin makassar. 
11. Seluruh dosen pada universitas islam alauddin (UIN) alauddin makassar 
terima kasih atas bantuan dan bekal disiplin ilmu pengetahuan selama 




12. Saudara-saudaraku tercinta salmawati, munsir, salahuddin, makbul, nurul, 
mulki dan kawan-kawan yang selalu memberi motivasi-motivasi dan selalu 
mendoakan saya. 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. 
       wassalam 
       Makassar, 21 Juni 2010 
       Penulis 
      













Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi ...........................................................  i 
Halaman persetujuan pembimbing…………………………………………….   ii 
Halaman Pengesahan ....................................................................................    iii 
Kata Pengantar ..............................................................................................    iv 
Daftar Isi .......................................................................................................   vii 
Abstrak .........................................................................................................    ix 
Bab I : Pendahuluan ......................................................................................     1 
 
A. Latar Belakang Masalah .............................................................     1 
B. Rumusan Masalah.......................................................................     6 
C. Hipotesis  ....................................................................................     6 
D. Pengertian Judul .........................................................................     7 
E. Tinjauan Pustaka ........................................................................   10 
F. Metode Penelitian .......................................................................   12 
G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ................................................   15 
H. Garis-garis Besar Isi Skripsi ........................................................   15 
 
Bab  II : Kajian Umum Tentang Hakim  ........................................................   17 
A. Pengertian Hakim .......................................................................   17 
B. Dasar Hukum Keberadaan Hakim ...............................................   19 
C. Syarat-Syarat Hakim ...................................................................   21 
D. Tugas Dan Wewenang Hakim .....................................................   31 
 
Bab III : Keputusan Hakim ...........................................................................   35 
A. Pengertian Dan Macam Putusan ..................................................   35 
B. Prosedur Penetapan Putusan .......................................................   44 
C. Penyimpangan Keputusan Hakim Dan Penolakan Keputusan  







Bab IV : Eksistensi Dan Peran Hakim Wanita ...............................................   58 
A. Eksistensi Hakim Wanita Pada Pengadilan Agama Dalam 
Memberikan Putusan Terhadap Penyelesaian Perkara ...............   58 
B. Peran Hakim Wanita Dalam Menyelesaikan Perkara-Perkara  
Bias Gender di Pengadilan Agama Selayar ...............................   68 
 
Bab V : Penutup ............................................................................................   76 
1.1 Kesimpulan ..............................................................................   76 
1.2 Saran-saran ...............................................................................   77 
 





















Nama Penyusun : SUPRIADI 
Nim     : S0100103057 
Judul        :  EKSISTENSI DAN PERAN HAKIM WANITA DI         
PENGADILAN AGAMA SELAYAR (studi  kasus atas peran 
hakim wanita dalam menyelesaikan perkara-perkara bias 
jender) 
Skripsi ini membahas tentang eksistensi dan peran hakim wanita dalam 
menyelesaikan suatu perkara. Dengan bertolak pada pokok masalah yaitu 
bagaimana peran hakim wanita di pengadilan agama selayar dalam menyelesakan 
perkara-perkara bias jender. Dari pokok masalah ini maka penulis menemukan 
dua sub masalah yaitu: 1. Bagaimana eksistensi hakim wanita pada pegadilan 
agama selayar dalam memberikan putusan terhadap penyelesaian perkara. 2. 
Bagaimaa peran hakim wanita dalam menyelesaikan perkara-perkara bias jender 
di pengadilan agama selayar. 
Untuk menyelesaikan permasalahan diatas maka penulis menggunakan 
beberapa metode yang dianggap relevan dengan pembahasan antara lain: kajian 
pustaka, observasi di pengadilan agama, serta mengadakan wawancara dengan 
pihak yang berkompoten di pengadilan agama selayar. 
Dengan menggunakan metode diatas, maka hasil yang diperoleh 
mengungkapkan bahwa keberadaan hakim wanita sangat dibutuhkan di karenakan 
dari sekian banyak perkara yang masuk di pengadilan agama selayar, itu boleh 
dikata delapan puluh persen pemohonnya adalah kau ibu atau istri. Oleh karena itu 
keberadaan dan peran hakim wanita sangat-sangat dibutuhkan, terlebih lagi dalam 
proses pemeriksaan. Dalam hal ini seorang hakim wanita dalam memerika suatu 
perkara khususnya cerai gugat, tentunya tidak mengikuti hawa nafsunya. 
Maksudnya disini adalah seorang hakim wanita dalam memeriksa perkara cerai 
gugat dapat memberikan nasehat kepada sesamanya wanita dengan mengikut 
sertaka perasaaan seorang wanita. Namun demikian hal ini hanya bisa dilakukan 
dalam proses perdamaian. Untuk proses selanjutnya tentunya sesuai dengan aturan 






A. Latar belakang  
Apabila kita membuka lembaran sejarah, khususnya mengenai pengadilan 
agama, maka peradilan agama di Indonesia telah ada sejak penjajahan Belanda. 
Ini berarti bahwa pengadilan di muka bumi ini sangat penting dan sangat 
diutamakan bagi berlanjutnya dan tegaknya suatu negara, sebab suatu negara akan 
mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran apabila tidak ada lembaga 
peradilan tersebut, dengan harapan segala sengketa masyarakat dapat diselesaikan 
dengan sebaik-baiknya. 
Oleh karena itu, maka peradilan agama sebagai salah satu lembaga 
peradilan berupaya menegakkan hukum dan keadilan dengan baik dan sesuai 
dengan hukum Islam menuju terciptanya kebahagian hidup di dunia dan bahagia 
di akhirat. Yang menjalankan tugas sebagai tanggung jawab sesuai dengan 
kompotensinya yang telah diatu berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, yang  menyangkut perkara-perkara perdata khusus  
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan lain-lain. 
Dengan memperhatikan perkara-perkara tersebut diatas maka seorang 
hakim dituntut untuk memiliki kejelian, kecermatan serta ketanggapan dalam 
menilai sesuatu masalah atau suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Seorang 
hakim sangat dituntut mempunyai pandangan dan wawasan yang sangat luas. 
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Sehingga mampu memberikan suatu konklusi yang sifatnya selalu terarah dan 
tepat. 
Oleh karena itu, seorang hakim peradilan agama harus memperhatikan tiga 
faktor yaitu: 
1. Keadilan 
2. Kepastian hukum 
3. Dan kemanfaatannya.1 
Dari ketiga faktor tersebut, putusan itu harus adil, harus mengandung 
kepastian hukum dan mengandung manfaat bagi yang bersangkutan  dan  
masyarakat. Dengan demikian erat kaitannya dengan firman Allah dalam surah 
shaad ayat 26 :                   
                           
                            
            
 
Artinya:  
  Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di                                    
muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan 
kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah 
akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.2 
1Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (cet 1, Yogyakarta : Liberti, 
1988), h. 158 
2Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya, (Semarang : PT. 
Karya Toha Putra, 1992), h. 363 
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Dalam hal ini hakim haruslah menjunjung tinggi asas objektivitas, yaitu 
pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang 
(pasal 5 Ayat (1) UU Nomor  4 Tahun 2004). Di dalam memeriksa perkara dan 
menjatuhkan putusan, hakim harus bersifat objektif dan tidak memihak. Untuk 
menjamin asas ini, bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang 
disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, 
yang disebut hak ingkar (Recusatie, Wraking) Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 4 
Tahun 2004.3 
Dari penjelasan tersebut diatas, dapat memberikan gagasan bahwa undang-
undang memberikan jaminan kepada badan-badan peradilan dalam menyelesaikan 
suatu perkara. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa yang berhak untuk 
menyelesaikan proses peradilan adalah hakim. 
Dalam hal ini, para hakim adalah orang yang diberi wewenang oleh 
pemerintah (laki-laki ataupun wanita) untuk menyelesaikan perkara-perkara yang 
diajukan kepada pangadilan untuk diselesaikan demi terciptanya suatu kedamaian, 
ketenangan dan ketentraman dalam suatu keluarga pada khususnya dan pada 
lingkungan masyarakat pada umumnya. 
Kalau kita perhatikan perkembangan zaman saat sekarang ini, antara 
kedudukan, kewajiban, hak wanita dan pria adalah seimbang. Hal ini dinyatakan 
 
3Faisal Kamil,  Asas hukum acara perdata (cet 1, Jakarta : Iblam, September 2005), h. 15 
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dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik, walaupun 
harus diakui bahwa masih perlu dibenahi. Salah satu ayat yang sering 
dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan kedudukan, kewajiban 
dan hak wanita yaitu dalam surah At-Taubah (9) ayat 71 yang berbunyi sebagai 
berikut : 
                           
                             
            
Terjamahannya :  
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh  
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu 
akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.4 
 
Ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa sebagai gambaran tentang 
kedududkan, kewajiban dan hak untuk melakukan kerjasama antara laki-laki dan 
perempuan dalam berbagai macam bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan 
kalimat-kalimat menyeruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang 
mungkar. Yang dimaksud mengerjakan yang ma’ruf adalah mencakup segala segi 
kehidupan  
 
4Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 158  
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dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik pada 
penguasa, sehingga setiap lelaki atau perempuan muslim hendaknya mengikuti 
perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi 
saran dan nasihat dalam berbagai bidang kehidupan. 
Jika kita lihat di lapangan, maka kita akan merasakan betapa perlunya 
bahkan betapa mendesaknya keberadaan hakim wanita, khususnya di lingkungan  
pengadilan agama. Hal ini logis karena tugas utama pengadilan agama adalah 
menyelesaikan perkara-perkara yang tergolong perkara sengketa perkawinan, 
dimana perkara tersebut melibatkan kaum ibu atau istri, yang pada umumnya 
lemah kedudukannya. Hal ini merupakan bagian terbesar dari perkara-perkara  
yang lainnya.  Masuk akal apabila wanitalah yang lebih memahami masalah-
masalah wanita.  
Oleh karena itu, peran hakim wanita di pengadilan agama Kab. Selayar  
pada khususnya sangat dibutuhkan terutama dalam pemeriksaan sidang di 
pengadilan. Salah satu alasannya bahwa dari sekian perkara-perkara yang masuk 
di pengadilan agama Selayar, khususnya mengenai masalah perceraian, yang 
menjadi penggugat atau pemohon dalam hal ini lebih banyak dilakukan oleh 
perempuan.    Dan untuk hal yang demikian adalah relevan jika pemeriksanya 
dilakukan oleh hakim wanita. Seperti seorang wanita yang mengajukan gugatan 





B. Rumusan masalah 
Namun yang menjadi kendala, seiring  perkembangan zaman dengan 
adanya istilah jender,  mampukah seorang hakim wanita menyamai hakim laki-
laki dalam  memeriksa perkara seperti contoh di atas tanpa mengikuti perasaan  
dan emosionalnya sebagai seorang  wanita. Karena sebagian orang memandang 
bahwa wanita itu mempunyai kasih sayang yang lebih di bandingkan seorang laki-
laki. 
Bertitik tolak dari apa yang diuraikan diatas maka berikut ini dapat 
ditemukan problem pokok yaitu: Bagaimana peran hakim wanita di pengadilan 
agama kab. Selayar dalam menyelesaikan perkara-perkara bias jender ? 
Dari masalah tersebut diatas, maka lahirlah sub-sub masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana eksistensi hakim wanita pada pengadilan agama Kab. Selayar 
dalam memberikan putusan-putusan terhadap penyelesaian perkara ? 
2. Bagaimana peran hakim wanita dalam menyelesaikan perkara-perkara bias 
jender di pengadilan agama Kab. Selayar ?  
C. Hipotesis 
Berdasarkan dari rumusan dan batasan masalah yang telah disebutkan, 
maka penulis dapat memberikan jawaban sementara sebagai acuan untuk dapat 
memusatkan fikiran dan mengkaji lebih lanjut masalah tersebut. Adapun hasil 
hipotesis yang penulis dapat kemukakan disini adalah: 
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1. Eksistensi hakim wanita pada pengadilan agama dalam memberikan 
putusan terhadap penyelesaian perkara yaitu memeriksa, mengadakan 
siding terhadap pihak yang berkepentingan, mengadakan sidang majelis. 
Tahap ini dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk sampai pada saat 
terakhir yaitu menerima dan menolak perkara yang diajukan kepadanya. 
Jadi hakim harus berhati-hati dalam menjalankan tugas, baik dala 
memeriksa dan mengadili maupun dalam mendamaikan demi tegaknya 
suatu keadilan. 
2. Peran hakim wanita dalam menggali suatu hukum di tengah masyarakat, 
tentu tidak lepas dari yang telah digariskan oleh Al-Qur’an dan Sunnah 
Rasulullah Saw. Hakim dalam menggali permasalahan serta perkara yang 
tengah diproses selalu berusaha menyelesaikan atau selalu berusaha 
merujuk kepada Undang-undang, Al-Qur’an atau hadits, ijma para sahabat 
dan pendapat para mujtahid. Dengan menggali suatu hukum yang selalu 
bersandar pada  Undang-undang tersebut maka dalam menyelesaikan suatu 
perkara selalu berdasarkan kebenaran agama sehingga masyarakat puas 
menerimanya karena keputusan yang diambil atau ditetapkan hakim selalu 
bersifat adil dan jujur. 
D. Pengertian Judul 
Untuk memudahkan pengertian dalam judul skripsi ini maka penulis 




1. Studi diartikan 1. kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah, 2. 
pendekatan untuk meneliti gejela sosial dengan menganalisis satu kasus 
secara mendalam dan utuh.5  
2. Peran diartikan 1. seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang 
yang berkedudukan dalam masyarakat, 2. bagian dari tugas utama yang 
harus dilaksanakan, 3. proses, cara, perbuatan memahami perilaku yang 
diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.6  
3. Hakim diartikan: 1. orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau 
mahkamah): keputusan – tidak dapat diganggu gugat, 2. hakim diartikan 
orang pandai-pandai, budiman dan ahli, orang yang bijaksana.7  
4. Perkara diartikan 1. masalah; persoalan,  2. urusan (yang perlu diselesaikan 
atau dibereskan), 3. tindak pidana, 4. tentang hal; mengenai.8 
5. Bias diartikan 1. berbelok dari arah (seperti perahu yang dilanggar ombak, 
hujan yang tertiup angin), 2. Berbelok arah dari garis tempuhan karena 
menembuk benda bening yang lain (seperti bayangan yang berada dalam 
air), 3. Menyimpang (tt nilai, ukuran) dari yang sebenarnya.9 
6. Jender diartikan jenis kelamin.10  
  5Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (cet 2, 
Jakarta, Balai Pustaka 1989), h. 860 
6Ibid, h. 667 
7Ibid, h. 293 
8Ibid, h. 678 
9Ibid. h. 188 
10 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (edisi 
4, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama 2008), h. 439  
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Jender secara harfiah diartikan sebagai jenis kelamin dan dipersepsi oleh 
masyarakat sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan: laki-laki 
mencari nafkah untuk keluarga, istri dan anak-anaknya sedangkan perempuan 
berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga yang bertugas mengasuh anak, 
memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya.11  
Dalam buku yang berjudul jender dan sosialisasinya, menerangkan bahwa 
jender itu adalah suatu konstruksi sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki 
dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang terbentuk melalui proses 
sosialisasi. Hubungan dalam bentuk pembagian kerja serta kewajiban dan pola 
hubungan yang dapat berubah dari waktu kewaktu dan berbeda antar budaya.12 
Sedangkan Sitti Musda Muliah memberikan pengertian bahwa jender 
adalah seperangkap sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang 
melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya dan 
lingkungan masyarakat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.13 
Lebih lanjut Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa jender adalah konsep 
yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat 
dari segi sosial budaya.14 
 
11John schirivers, Mother For Life, (Netherlan: Eburon Delft, 1987), h. 58 
 
12Kementrian UPW, Jender Dan Sosialisasinya, 1995, h. 15 
 
13Sitti Musda Muliah, Keadilan Dan Kesetaraan Jender (Persfektif Islam), (cet 2, Jakarta: 
lembaga kajian agama dan jender yayasan pembangunan dan pendidikan Dr. Iskandar 
Tedjakusumah, 2003), h. 8 
 
14Nasaruddin Umar, Argument Kesetaraan Jender Persfektif Al-Qur’an, (cet 1, Jakarta 





Maka pengertian daripada bias jender itu sendiri adalah seperangkat tingkat 
yang memberikan peluang, hak yang sama antara laki-laki dan perempuan atau 
dengan kata lain adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam 
keluarga dan masyarakat dari segi pembagian kerja serta kewajiban dan 
sebagainya, namun ada hal tertentu yang tidak diperbolehkan  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
penulis dalam judul skripsi ini adalah bagaimana peranan seorang hakim wanita 
dalam memeriksa suatu perkara, dalam hal ini adalah perkara cerai gugat, apakah 
dia (hakim wanita) akan mengikuti hawa nafsunya dalam memberikan suatu 
putusan atau malah sebaliknya, yaitu memutuskan sengketa atau perceraian 
tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.  
E. Tinjauan Pustaka  
Dalam buku hukum acara perdata Indonesia karangan Prof. DR. Sudikno 
Mertokusumo, S.H. mengatakan bahwa dalam menemukan hukum hakim 
diharapkan bersikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan 
siapa yang tidak benar dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau 
perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang penting 
adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya 
hanyalah alat sedangkan yang bersifat menentukan suatu hukum adalah urusan 
hakim bukan urusan kedua belah pihak yang berperkara.15 
 





Dari buku etika profesi hukum karangan Suhrawardi K. Lubis, S.H. juga 
mengatakan bahwa agar dapat menyelesaikan masalah atau komflik yang 
dihadapkan kepadanya secara inparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka 
dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari 
pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah.16 
Sedangkan dalam buku hukum acara perdata karangan M. Yahya Harahap, 
S.H. dikatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, 
hakim tidak hanya berfungsi  dan berperan memimpin jalannya persidangan, 
sehingga pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tetib 
beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi hakim juga berfungsi bahkan 
berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan 
diharapkan memutuskan perkara yang disengketakan para pihak.17 
Dan dalam buku pokok-pokok etika profesi hukum karangan Prof. Drs. C. 
S. T. Kansil, S.H. & Christine S. T. Kansil, S.H., M.H mengatakan bahwa hakim 
merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan 
rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengan masyarakat untuk mengenal, 
merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang 
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.18 
 
16Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, September 
2000), h. 58 
 
17M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, april 2005),  
h. 820 
 
18Drs. C. S. T. Kansil, S.H & Cristine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, 




 Sebagai kesimpulan bahwa setelah penyusun menelaah dan membaca 
beberapa literatur termasuk didalamnya buku-buku yang penyusun lampirkan 
diatas beserta sebahagian isinya, ternyata belum ada yang membahas secara utuh 
dan menyeluruh  judul ini. Dalam buku-buku tersebut penyusun telah menemukan 
penjelasan-penjelasan yang  berkaitan dengan pembahasan ini, sebagai bahan untu 
dijadikan karya ilmiah. Kemudian dalam buku tersebut diuraikan eksistensi dan 
peran hakim dalam menggali suatu hukum berdasarkan beberapa sumber yang 
telah menjadi kesepakatan para ulama. Setelah ia menggali dan tidak menemukan  
penyelesaian dalam Al-Qur’an dan hadits, maka hakim mempergunakan 
kemampuannya untuk menetapkan hukumnya berdasarkan keyakinannya, dengan 
tidak terlepas dari norma-norma hukum yang berlaku dikalangan masyarakat dan 
menjadi acuan bagi bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan berdasrakan 
keadilan dan kebenaran hakiki. Sehingga putusannya  membawa ketentraman, 
kedamaian dan ketenangan hati para pencari keadilan berdasrakan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
F. Metode Penelitian 
 
1. Pendekatan 
a. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengetahui atau memahami nilai nilai 
hukum yang ada, baik menyengkut hukum nasional maupun yang menyangkut 




b. Pendekatan spiritual dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai 
moral, mental atau kejiwaan dalam sutu lembaga khususnya dalam lembaga 
peradilan di Indonesia.  
2. Pengumpulan data 
Pada bagian ini hal-hal yang ditempuh dalam prosedur pengumpulan data 
adalah sebagai berikut: 
1. Library Research (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data dengan tehnik 
sebagai berikut: 
a. Kutipan langsung, yaitu mengutip dari bahan atau referensi yang ada 
kaitannya dengan pembahasan skripsi dengan tidak merubah sedikitpun dari 
aslinya baik redaksi maupun makna. 
b. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip bahan atau kadang-kadang dalam 
bentuk ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya. 
2. Field Research (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini menggunakan 
tehnik sebagai berikut: 
a. Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung. 
Hal ini ditempuh dengan cara mengunjungi objek yang menjadi sampel 
penelitian yaitu pengadilan agama kab. Selayar dan mengamati serta 
menelaah secara langsung dokumen-dokumen pengadilan berupa putusan 
hakim. 
b. Wawancara yaitu penulis mengedakan dialog langsung dengan orang yang 
dianggap dapat memberikan keterangan objek yang diteliti, dalam hal ini 
adalah hakim di pengadilan agama kab. Selayar. 
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c. Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung mengenai 
dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada kaitannya dengan materi 
pembahasan skripsi ini.  
3. populasi   
Populasi menurut Suharsini Arikunto adalah keseluruhan objek 
penelitian.13 Namun yang akan diteliti disini adalah tentang hakim wanita, yang 
pada intinya mengenai eksistensi dan peran, satu atau dua orang hakim wanita 
ketika diperhadapkan suatu perkara kepadanya, misalnya cerai gugat dan lain 
sebagainya. 
4. Instrumen penelitian 
Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 
interview dan dukumentasi. Dengan demikian metode yang dimaksud adalah: 
a. Pedoman wawancara (interview) yaitu pengumpulan data dengan cara 
mengadakan komunikasi langsung dengan responden. Dalam hal ini 
dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan hakim di 
Pengadilan Agama kab. Selayar. 
b. Catatan dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau 
studi kepustakaan dengan membaca literatur peraturan perundang-
undangan yang erat kaitannya dengan skripsi ini, serta segala tulisan yang 
ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. 
 
 
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (cet 1X, Jakarta: 
Rineka Cipta, 1993), h. 102 
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5. Tehnik pengolahan dan analisis data 
Setelah semua data terkumpul dengan metodenya, data tersebut diolah dan 
dianalisa secara kualitatif untuk memperlihatkan permasalahan yang timbul dalam 
praktek pelaksanaan putusan terhadap proses penyelesaian perceraian khususnya 
mengenai cerai gugat dan lain sebagainya. 
G. Tujuan dan kegunaan penelitan 
A. Tujuan  
1. Untuk mengetahui eksistensi hakim wanita pada Pengadilan Agama Kab. 
Selayar dalam memberikan putusan terhadap penyelesaian perkara. 
2. Untuk mengetahui peran hakim wanita dalam menyelesaikan perkara-
perkara bias gender di pengadilan agama Kab. Selayar. 
B. Kegunaan penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 
pertimbangan bagi praktisi hukum dalam memeriksa dan memutuskan 
perkara perceraian. 
2. Selain itu diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang 
hukum terutama dalam hukum perkawinan dan perceraian. 
3. Selanjutnya diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi pelengkap 
koleksi pada perpustakaan UIN Alauddin Makassar.  
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi  
Untuk memperoleh gambaran umum dalam skripsi ini tentang peran 
hakim wanita dalam menyelesaikan perkara-perkara bias jender di pengadilan 
agama kab. Selayar, masing-masing bab berkaitan antara satu dengan yang 
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lainnya dan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. 
Kelima bab tersebut akan dikemukakan garis-garis besar isinya sebagai berikut: 
Bab satu sebagai bab pendahuluan memuat petunjuk dasar yang bertujuan 
untuk mengantar pembaca memahami tulisan. Yang petunjuk dasarnya adalah 
latar belakang masalah, rumusan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian dan garis-garis besar 
isi skripsi. 
Bab kedua adalah kajian umum tentang hakim yaitu mengenai pengertian 
hakim, dasar hukum keberadaan hakim, syarat-syarat hakim, kemudian tugas dan 
wewenang hakim.  
Bab ketiga adalah keputusan hakim. Dalam hal ini mengenai pengertian 
dan macam putusan, prosedur penetapan putusan dan yang terakhir dari bab ini 
adalah tentang penyimpangan keputusan hakim dan penolakan keputusan hakim. 
Bab keempat adalah eksistensi dan peran hakim wanita. Dalam bab ini 
penulis mengemukakan hal-hal yang menyangkut mengenai eksistensi hakim 
wanita pada pengadilan agama dalam memberikan putusan-putusan terhadap 
penyelesaian perkara dan peran hakim wanita dalam menyelesaikan perkara-
perkara bias jender di pengadilan agama Kab. Selayar.  
Bab kelima adalah penutup. Penulis akan merumuskan kesimpulan dari 
segenap yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya kemudian 
dikemukakan pula saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus 





 KAJIAN UMUM TENTANG HAKIM  
A. Pengertian Hakim    
Secara agama hakim dapat diartikan sebagai beikut: 
a. Menurut W. J. S. Poerwadarminta, Hakim ialah “orang yang mengadili 
perkara”.1. Sedangkan menurut HS.Sastra Carito, hakim adalah “orang 
yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).2 
b. Menurut Muhammad Farid Wajdy, kata hakim berasal dari bahasa arab                                                   
“  ﻢﻛﺎﺣ ” telah menetapkan hukum (memutuskan), “  ﺎﻤﻜﺣ  ”  sedang 
memutuskan, “ ﻢﻜﺤﯾ  ” hukum , “ ﺔﻣﻮﻜﺣ  ” memerintah.3 
c. Dalam pengertian lain, hakim adalah yang menafsirkan hukum.4 
 
Sedangkan pengertian secara istilah, sebagaimana telah dikemukakan oleh 
Muhammad Salam Madkur sebagai berikut: 
 
  1W. J.S. Poerwadarminta, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1983),   h. 339 
2HS. Sastra Carito, Kamus Pembinaan Bahasa Indonesia, (Surabaya: PT. Tiladan, t.th),        
h. 117 
3Muhammad Farid Wajdy, Dairatul Ma’arif, jilid III, (Bairut: Daarul AL-Ma’rif, 1971),      
h. 493 




 ﻻ نﺎﻄﻠﺴﻟا نا تﺎﺣ ﻮﺼﺤﻟاو ىوﺎﻋﺪﻟا ﻲﻓ ﻞﺼﻔﻠﻟ نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻦﯿﻋ ﻦﻣ ﻮھ ﻢﻛﺎﺣ
ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻰﺒﻨﻟا نا ءﺎﻤﺠﻟ اﺬھ ﻞﻜﺑ مﻮﻘﯾ نا ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ 
Artinya:  
Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa, untuk menyelesaikan 
dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu 
melaksanakan sendiri semua tugas itu, sebagaimana Nabi Saw pada masanya.5 
Hal tersebut, sebagaimana telah dikemukakan juga oleh T. M. Hasby Ash-
shiddieqy, sebagai berikut:  
Hakim (qadhi) yaitu: orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi 
hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat, perselisihan-perselisihan dalam 
bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas 
peradilan. Dan sudah jelas bahwa Nabi sendiri menunjuk beberapa 
penggantinya untuk menjadi hakim.6 
 Dari defenisi diatas secara redaksional memang berbeda, namun 
maksudnya sama, yakni orang-orang yang diangkat untuk memutuskan hukum 
diantara orang-orang yang berselisih, dan secara yuridis formal dalam Undang-
undang No 4 Tahun 2004, tentang ketentuan-ketentuan kekuasaan kehakiman 
dapat dilihat pada pasal 31 bahwa  hakim adalah pejabat yang melakukan 
kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.7  
  
 5 Muhammad Salam Madkur, AL-Qadha Fil Islam, (Kairo: Darul Nahdah, AL-Arabiah, 
1970), h. 17 
 6T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 
t.th), h. 32 
 7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 




Dalam undang-undang NO 3 Tahun 2006, dinyatakan bahwa: hakim adalah 
pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.8 
Dengan demikian maka hakim itu adalah orang-orang yang mempunyai 
tugas khusus dan diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan gugat-menggugat, 
atau orang yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya untuk menetapkan hukumnya. 
B. Dasar Hukum Keberadaan Hakim 
Adanya pengangkatan hakim untuk mengadili perkara atau perselisihan-
perselisihan di antara manusia, sebenarnya merupakan pendelegasian wewenang 
dari Allah SWT karena itu ia diberi amanah sepenuhya oleh Allah SWT, secara 
bebas. Sebagai dasar tersebut, dapat dipahami firman Allah SWT, antara lain 
dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 105, sebagai berikut: 
                          
      
Terjemahannya: 
      Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.9 
 
8Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 
(Jakarta: Harvarindo, 2010), h. 40  
9Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha 
Putra), h. 76 
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Al-Maraghi mengemukakan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Qur’an 
kepada hamba-hambanya untuk menguatkan kebenaran dan menjelaskan hukum-
hukum agar mengadili antara manusia dengan apa yang diturunkan Allah 
kepadanya.10      
Dengan demikian dapat  dipahami bahwa Allah SWT, menurunkan Al-
Qur’an sebagai pedoman untuk menegakkan kebenaran, karena kebenaran yang 
sebenarnya adalah Al-Qur’an, sehingga tidak boleh menyelewengkan atau 
mencari-cari kesalahan orang yang benar dan membenarkan orang yang bersalah, 
dengan dalil dari nash. 
Pada ayat lain, Allah SWT berfirman dalam surah shad ayat 26, sebagai 
berikut: 
                          
                         




      Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 
bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu 
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 





10Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraqhi, Jus v, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 
1974), h. 148 
 





Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT, mengangkat 
manusia sebagai khalifah untuk menyelesaikan permasalahan atau pertikaian 
diantara manusia, lebih khusus dari hakim yang diangkat oleh penguasa atau 
Kepala Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 
C. Syarat-Syarat Hakim 
Pada zaman dahulu ada beberapa perbedaan pendapat tentang syarat-syarat 
untuk dapat diangkat menjadi hakim, perbedaan tersebut diantaranya sebagai 
berikut: 
Di kalangan para ahli fikhih berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menduduki jabatan hakim. Misalnya 
menurut pengarang kitab mugni al-muhtaj, syarat-syarat seorang hakim adalah: 
Syarat hakim (qadhi) ialah: seorang Muslim, mukallaf, merdeka, laki-laki 
yang adil, mendengar, melihat, berbicara dengan fasih, dan seorang yang 
mujtahid.12 
 
 Sedangkan menurut ibnu rusyd, syarat-syarat hakim ialah: merdeka, 
Muslim, dewasa, laki-laki, berfikiran sehat dan adil.13 
Adapula sebahagian ulama yang mengemukakan syarat-syarat hakim 
sebagai berikut: 
1. Laki-laki yang merdeka 
      Laki-laki yang merdeka disini adalah bukan hamba atau budak, demikian 
pula anak-anak. Oleh karena anak-anak kecil tidak sah untuk menjadi hakim,  
 
12Syaikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, Mugnil Almuhtaj, Juz IV (Kairo: 
Istiqamah, 1955), h. 375 
 13Ibnu Rusyd, Bidayatu Al-Mujtahid, dialih bahasakan oleh A. Hanafi, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1969), h. 228 
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     demikian pula wanita, menurut pendapat Malik, Asy-Syafi’I dan Ahmad. 
Namun para ulama golongan hamafiyah membolehkan wanita menjadi hakim 
dalam persoalan-persoalan yang bukan persoalan pidana dan qiyas. 
      Syarat kelelakian yang dikemukakan diatas, nampaknya para ulama 
berbeda pendapat, sepertii pendapat malik, asy-syafi’I dan ahmad yang tidak 
membolehkan perempuan untuk menjadi hakim, sedangkan ulama hanafiyyah 
membolehkannya, kecuali dalam dua perkara yakni had dan qisas. Namun ada 
pula ulama yang meminta kedudukan jabatan hakim dalam semua perkara, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur yang 
mengutip pendapat Ibnu Jarir At-Thabary yang mengemukakan:   
Bahawa Ibnu Jarir At-Thabary memperkenankan perempuan menduduki 
jabatan qadhi dalam semua perkara yang boleh diduduki oleh kaum lelaki 
tanpa kecuali, dan ibnu jarir menganalogikan dengan bolehnya perempuan 
memberikan fatwa, sebab perempuan boleh memberikan fatwa dalam 
masalah hukum fiqhi. 
 Dari keterangan yang dikemukakan diatas jelaslah bahwa mengenai syarat 
kelelakian yang dikemukakan tersebut, para ulama berbeda pendapat, dalam arti 
bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan hakim tidak mutlak harus laki-laki, 
yang dalam arti perempuan juga boleh menduduki jabatan hakim tersebut. 
2. Berakal 
Persyaratan tersebut menghendaki bahwa seorang hakim itu hendaknya 
orang yang mempunyai kemampuan analisis masalah, demikian pula bahwa 
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seorang hakim itu hendaknya mempunya sifat bijaksana dalam menyelesaikan 
suatu perkara. 
3. Beragama Islam 
Persyaratan ini merupakan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh 
seorang hakim yang akan menyelesaikan perkara-perkara bagi kaum muslimin, 
oleh karena keislaman itu syarat bolehnya seseorang untuk menjadi saksi 
dalam suatu perkara. 
4. Adil 
Persyarat adil dalam hal ini dimaksudkan seorang yang akan menduduki 
jabatan hakim tersebut hendaknya memiliki sifat adil, senantiasa benar dalam 
pembicaraan, dapat dipercaya, senantiasa memelihara kehormatan dari segi 
yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula bahwa seorang hakim 
itu mampu untuk senantiasa berlaku jujur, baik diwaktu marah maupun pada 
waktu tenang. 
5. Mengetahui segala pokok hukum Agama Islam dan cabang cabangnya 
Hal ini bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum yang harus diberikan 
terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya, sehingga dapat 
membedakan antara yang benar dan yang salah. 
6. Sehat pendengaran, penglihatan dan tidak bisu 
Hal ini dapat dibenarkan oleh kkarena yang tuli atau tidak mendengar, 
tidak mungkin dapat mendengar keterangan orang lain, demikian pula orang 
bisu tidak dapat memberikan keterangan melalui ucapan, serta isyarat-isyarat 
yang diberikan oleh orang bisu itu tidak dapat dimengerti oleh orang lain. 
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Demikian pula dengan orang butsa, tidak bias melihat orang-orang yang 
sedang berperkara. 
Meskipun syarat-syarat tersebut terdapat perbedaan dikalangan para 
ulama, namun syarat atau perbedaan tersebut hanya terlihat dari cara 
menghitungnya saja, sebab antara satu dengan yang lainnya saling mempunyai 
kesamaan.  
Dengan demikian maka ditarik suatu garis kesepakatan tentang syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan diangkat menjadi hakim, antara lain: 
1. Beragama Islam 
Dalam sistem peradilan Islam, sudah tentu yang dapat diangkat menjadi 
hakim adalah orang yang beragama Islam. Sebab permasalahan atau perkara-
perkara yang akan diselesaikan itu adalah perkara yang menyangkut dengan 
kepentingan orang islam, tentunya dengan menggunakan hukum Islam.  
Di dalam Al-Qur’an antara lain disebutkan pada surah an-nisa’ ayat 141 
sebagai berikut: 
                
Terjemahannya: 
      Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir 





14Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 80 
2. Laki-laki yang mukallaf   
Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim adalah laki-laki 
yang mukallaf. Hal tersebut sudah barang tentu laki-laki, disamping sudah dewasa 
dilihat dari segi usia, juga harus matang dalam berfikir dan mempunyai daya nalar 
yang kuat; sebab orang / laki-laki yang belum mukallaf, perkataannya tidak dapat 
dipahami dalam hukum. Demikian juga wanita, menurut Maliki, Syafi’i dan 
Ahmad. Menurut ulama Hanafiyah, wanita boleh menjadi hakim dalam masalah-
masalah lain daripada pidana dan qisas. Mereka mengecualikan yang dua ini 
adalah karena persaksian wanita tidak boleh atau tidak dapat diterima dalam dua 
bidang ini.15 
Tidak sahnya anak kecil dan wanita menjadi hakim merupakan 
kesepakatan pendapat dari imam Maliki, Syafi’i, dan Ahmad. Sedangkan ulama 
hanafiyah membolehkan wanita menjabat hakim dalam masalah-masalah yang 
lain daripada pidana dan qisas. Mereka mengecualikan dua hal ini karena 
persaksian wanita tidak dapat diterima dalam dua hal atau bidang tersebut.16 
3. Adil 
Syarat lain yang harus dipenuhi oleh seseorang dapat diangkat menjadii 
hakim adalah adil. Sebagai dasar tersebut, firman Allah SWT antara lain dalam 




15Lihat. Muhammad Salam Madkur, Op. Cit. h. 49 
16Hasbi Ash-Syiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: PT. Al-Ma’rifa, 




                                  
       
Terjemahannya: 
      Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.17 
 
Menurut Al-Mawardi, pengertian dalam ayat ini adalah orang benar 
ucapannya, nyata kepercayaannya, ringan dan mudah menahan hawa nafsu dari 
perbuatan dosa, tidak bimbang dan ragu-ragu, terpercaya dalam senang dan bersih 
menerima prakarsa agama keduniaan dari sesamanaya karena keperwiraannya.18 
Pada dasarnya, seorang hakim harus memperlakukan atau tidak membeda-
bedakan antara penggugat dan terggugat, denga memberikan: 
a. Kesempatan yang sama bagi kedua pihak untuk menemuinya, 
b. Tempat duduk yang sama di depannya, 
c. Perhatian yang sama seriusnya kepada keduanya, 
d. Kesempatan yang sama bagi masing-masing untuk menguraikan masalah 
perkaranya di hadapannya, 
e. Penetapan keputusan yang tidak berat sebelah.19 
 
17Departeman Agama RI, Op. Cit. h. 79 
18Al-Mawardi, Ahkam As-Sultaniyah, (Mesir; Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), h. 66 
 
19Sayyid Sabid, Anasir al-Quwwat fil Islam, alihbahasa Salaim Bahreisy, dan Said 





4. Berilmu pengetahuan yang luas 
Seorang hakim hendaklah mempunyai pengetahuan yang luas tentang 
pokok-pokok hukum syari’ah diantaranya:  
a. Berilmu tentang kitab Allah (AL-Qur’an) yang memungkinkan dapat 
mengetahui hukum keduanya, yakni tentang nasikh mansukh, muhkam, 
mutasabiha yang umum dan yang khusus serta yang mujman dan 
mufassal. 
b. Berilmu tentang Sunnah Rasulullah Saw, yaitu perkataan yang pasti, cara 
dan jalan mutawatir, atau ahad yang sah atau yang tidak sah (fasid) baik 
yang diucapkan karena sesuatu sebab maupun yang tidak. 
c. Berilmu tentang pendapat dan penafsiran Ulama dahulu dalam hal yang 
disepakati (ijma) untuk diikuti dan dilakukan ijtihad dalam hal-hal yang 
diperselisihkan. 
d. Berilmu tentang seluk beluk qiyas, sehingga dapat menyesuaikan hukum 
cabang dari suatu peristiwa dari hukum pokoknya atau mengumpulkan 
atau membedakan yang benar dan yang salah atau batil.20    
 
Istilah ini dikatakan oleh Al-Mawardi bahwa apabila hakim meliputi 
keempat pokok-pokok hukum syara tersebut, maka ia termasuk ahli ijtihad dalam 








5. Mendengar dan melihat serta berkata 
Syarat lain seseorang untuk dapat diangkat menjadi hakim adalah: 
mendengar, melihat serta dapat berkata-kata atau berbicara. Sebab orang yang 
bisu tidak mungkin dapat menyampaikan putusan dengan ucapan dan tidak semua 
orang faham isyarat-isyaratnya dan orang tuli tidak dapat mendengar pembicaraan 
pihak-pihak berperkara, demikian juga orang buta tidak dapat menyiangkan tabir 
(rahasia) persengketaan.22 
Wajib bagi qadhi atau hakim memiliki pendengaran meskipun dengan cara 
diteriaki di telinganya, wajib memiliki penglihatan karena orang buta tidak dapat 
mengenali siapa penuntut (hak) dan siapa pihak yang dituntut. Namun boleh 
mengangkat qadhi atau hakim yang buta sebelah matanya dan buta dimalam hari 
tapi di siang hari dapat melihat.23 
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seseorang 
untuk dapat diangkat menjadi hakim, antara lain: beragama Islam, laki-laki yang 
mukallaf, bersifat adil, berilmu pengetahuan, mendengar, melihat serta dapat 
berkata-kata. 
Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 dikatakan bahwa untuk dapat 
diangkat mejadi hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia;  
b. Beragama Islam;  
 




c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 
termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung 
ataupun tak langsung dalam “gerakan kontra revolusi G.30.S/PKI”, atau 
organisasi terlarang yang lain; 
f. Pegawai negeri; 
g. Sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 
h. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
i. Berwibawah, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.24 
 
Namun seiring dengan berjalannya waktu maka syarat-syarat untuk dapat 
diangkat menjadi hakim dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 itu 
mengalami perubahan kembali dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2006  
khususnya tentang syarat-syarat hakim tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 3 
tahun 2006 itu, sebenarnya tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi 
hakim semuanya sama namun mendapat tambahan satu poin lagi bahwa syarat 
untuk menjadi seorang hakim itu harus sehat jasmani dan rohani. 
Dan undang-undang ini pula mengalami perubahan kembali pada tahun 
2009 yang lalu. Khusus tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi 
seorang hakim di pengadilan agama mengalami perubahan yang sangat drastis 
karena ada beberapa poin yang ditambahkan dalam syarat-syarat tersebut.  
 
 
24Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah (cet 1, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 160 
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Untuk lebih jelasnya kita lihat pada pasal 13 dalam Undang-Undang 
Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa 
untuk diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
1. Warga Negara Indonesia;  
2. Beragama Islam;  
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
5. Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjan hukum yang menguasai 
hukum Islam; 
6. Lulus pendidikan hakim; 
7. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 
kewajiban; 
8. Berwibawah, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 
9. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 
(empat puluh) tahun; dan 
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan 








Oleh karena dapat dikatakan bahwa seseorang yang akan menjadi calon 
hakim semestinya memiliki kriteria tertentu, sebagaimana yang dikemukakan atau 
dituangkan  dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada khususnya dan 
lebih jelasnya hal tersebut dibahas dalam pasal 13 undang-undang ini. 
Dalam syarat-syarat yang dikemukakan diatas tidak dicamtunkan atau 
dimasukkan dalam syarat orang yang dapat diangkat menjadi hakim adalah 
berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Andaikata jenis kelamin, apakah itu 
jenis kelamin laki-laki atau perempuan menjadi salah satu syarat untuk dapat 
diangkat menjadi hakim maka sumua pengadilan hanya diduduki oleh satu jenis 
kelamin saja. Untungnya jenis kelamin itu tidak dijadikan salah satu syarat untuk 
dapat diangkat menjadi seorang hakim. Sekiranya jenis kelamin itu menjadi salah 
satu syarat maka  
wajah pengadilan itu kira-kira seperti apa adanya kalau hanya diduduki oleh laki-
laki saja atau perempuan saja. Ini menendakan bahwa antara laki-laki dan 
perempuan itu tidak dibedakan lagi atau denan kata lain memiliki peluang yang 
sama untuk dapat diangkat menjadi hakim. 
D. Tugas Dan Wewenang Hakim 
Tugas hakim secara yuridis formal adalah pelaksana keadilan sebagaimana 
yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 bahwa:  
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan 
oleh sebuah mahkamah Konstitusi.26  
 
 
26Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaaan 
kehakiman, (Surabaya: TRINITY, t.th.), h. 2 
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Dalam hubungan tersebut, hakimlah pelaksana tugas dalam hal:  
1. Menerima semua sengketa yang diajukan, hakim pada dasarnya pasif 
menunggu gugatan yang diajukan kepadanya, jadi inisiatif untak mengajukan 
gugatan tuntunan hal diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. 
Dan setelah  
diajukan tidak boleh ia menolak, sehingga harus diproses sampai pada tingkat 
pemeriksaan. 
2. Memeriksa perkara-perkara yang diajukan kepadanya untuk mendapatkan 
penyelesaian dengan yuridiksi volunteer. Di sini hakim harus meneliti perkara 
secara cermat, mempertimbangkan benar atau tidaknya suatu peristiwa yang 
pada akhirnya sampai pada proses mengadili. 
3. Mengadili perkara, hakim harus berusaha memberi pada yang berkepentingan 
hak atas hukumnya dan beberapa putusan yang diambil tidak menimbulkan 
perkara baru atau ekor perkara lain.   
4. Menyelesaikan perkara, yaitu hakim tidak berhenti dengan menjatujkan 
putusan saja, akan tetapi harus menyelesaikan sampai pada pelaksanaan 
putusan. Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, karena mencari putusan 
subyektif-obyektifnya dan memberi perlindungan hak-hak asasi manusia 
 





dalam bidang peradilan, maka pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan 
susunan majelis yaitu minimal seorang ketua dan dua orang hakim anggota 
dan seorang panitera.27 
 
Dengan demikian dapat dipahami tugas atau wewenang secara yudikatif 
adalah semata-mata menyelesaikan masalah atau perkara menurut kebenaran yang 
diyakininya dengan pertimbangan hukum dan pengetahuan serta pengalaman yang 
dimiliki tentang jalannya suatu sidang atau persidangan, yang diharapkan akan 
lahir suatu keputusan yang terlepas dari rasa persaudaraan dan kekeluargaan. 
Adapun tugas atau wewenang hakim menurut hukum Islam, pada 
hakikatnya selaras atau sama dengan tugas dan kewajiban peradilan itu sendiri, 
firman Allah SWT antara lain dalam surah an-nisa ayat 65 sebagai berikut:   
 
                           




      Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 
Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 











Pada ayat lain Allah SWT berfirman dalam surah an-nisa ayat 105, sebagai 
berikut: 
                            




      Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.29 
 
 
Demikianlah antara lain firman Allah SWT, sebagai dasar tugas dan 
kewenangan hakim dalam menangani kasus atau perkara yang diajukan 
kepadanya, yang pada prinsipnya perkara-perkara tersebut harus diselesaikan 
















A. Pengertian Dan Macam Putusan 
1. Pengertian Putusan 
Tentang pengertian dan macam putusan, tentu tidak terlepas dari 
kecakapan hakim serta keahliannya, dalam mengambil keputusan tentu tidak lepas 
dari landasan yang telah menjadi patokan mutlak yang tidak bisa lagi ditawar 
yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Namun membahas pengertian putusan dan 
macamnya perlu sedikit penyusunan uraian dari pengertian menurut bahasa.            
Menurut pendapat Al Kamil Al Haj Ibarahim, dalam kitab Al Anwar, 
beliau menguraikan sebagai berikut: 
ﺪﻤﻟﺎﺑ ﺎﻀﻘﻟا ,ﮫﻌﻤﺟو ﻢﻜﺤﻟا يأ ﺔﯿﻀﻗا  ﺊﯿﺸﻟا مﺎﻤﺗ ﻻ لﺎﻗ ﻞﺻﻷا ﻲﻓ ﻮھو ﺔﯿﺒﻗاو ءﺎﺒﻔﻛ
ﮫﻨﻣ غﺮﻔﯾو ﻢﻜﺤﯾو ﺮﻣﻻا ﻢﺘﺘﺴﯾ ضﺎﻘﻟا نﻻا ﻚﻟاﺬﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﮫﻨﻣ غاﺮﻔﻟاو ﮫﻣﺎﻜﺣاو. 
Artinya: 
 
Al Qadha dibaca bermad (panjang) artinya “keputusan” dan jama’nya 
Aqdiyah seperti Qabaai dan Aqbiyah –pakaian luar- artinya menurut asal ialah 
dikatakan untuk menyempurnakan sesuatu dan menetapkan hukumnya, 
menyelesaikannya dan menuntaskannya; dinamakan demikin karena hakim 
dimintakan untuk menyempurnakan suatu urusan dan menetapkan hukumnya, 





1Departemen Agama RI, Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 
Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari’at Islam, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan 




Al-Qadha yang dibaca dengan mad (panjang) artinya: keputusan hukum 
antara sesama manusia, artinya Al-Qadha menurut asalnya dikatakan untuk 
menyempurnakan sesuatu dan menetapkan hukumnya, menyelesaikannya dan 
menuntaskannya. Dinamakan demikian karena hakim menyempurnakan sesuatu 
urusan dan menetapkan hukumnya, menyelesaikannya dan memutuskannya.  
Sedangkan menurut istilah syara’ yang dimaksud ialah: 
تﺎﻋز ﺎﻨﺘﻤﻟا ﻊﻄﻗو تﺎﻣﻮﺼﺨﻟا ﻞﺼﻓ ءﺎﻀﻘﻟﺎﺑ داﺮﯾ عﺮﺸﻟا ﻲﻓو 
 
Artinya: 
Menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan keputusan ialah memisahkan 
sengketa gugat dan menyelesaikannya/memutuskan pertentangan.2 
 
 
 Dalam beberapa penjelasan tersebut diatas, tentu memberikan suatu 
ketentuan bahwa yang namanya keputusan adalah sesuatu yang timbul dalam 
masyarakat yang menjadi persengketaan, dalam persengketaan ini, maka 
persoalan tersebut diserahkan kepada hakim untuk memutuskan perkara tersebut 
denga tuntas atau menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran semata-mata.Dengan berpegang teguh 
kepada keyakinan bahwa keputusan yang diambil berdasrkan kebenaran hakiki, 




2Ibid. h. 15 
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 Sedangkan pengertian lain putusan atau disebut juga vonnis (Belanda) atau 
al-Qada’u (Arab) yaitu produk pengadilan agama karena adnya dua pihak yang 
berlawanan dalam perkara yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan 
semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesunggunya” atau 
jurisdicto centertiosa.3 
 Putusan pengadilan merupakan suatu putusan yang selalu berkaitan 
dengan masalah perdata, karena wewenang pengadilan agama telah diberikan 
suatu ketetapan yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah atau penguasa dan 
secara eksplisit bahwa tugas hakim agama telah ditetapkan dalam undang-undang 
yang bertugas untuk menyelesaikan masalah perkara atau sengketa yang 
berhubungan dengan orang Islam, dengan suatu batasan yang telah ditetapkan, 
yang mencakup masalah perkawinan, talak, perceraian wakaf dan lain sebagainya. 
Kesemuanya merupakan wewenang hakim pengadilan agama untuk memutuskan 
perkara berdasarkan keyakinan dan keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.  
 Kemudian timbul suatu masalah kalau seumpamanya hakim memutuskan 
perkara yang mempunyai unsur kesengajaan, artinya hakim memutuskan perkara 
dengan memenangkan salah satu pihak, baik pihak penggugat ataupun pihak 
tergugat, sehingga dirugkan salah satu pihak.  Menurut pendapat para fuqaha, 
bahwa hakim apabila sengaja berbuat curang dan mengakui bahwa putusan 
hukumnya yang tidak benar itu memang dijatuhkan secara sengaja, maka ia wajib 
 
3Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991),       
h. 195 
4Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha’ Fil Islam, Alihbahasa Imran Am, (Surabaya: 
Bina Ilmu, 1982), h. 80 
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menggantikan pihak yang dirugikan, dan hakim tersebut harus dihukum ta’zir,  
karena ia dipersalahkan meakukan kejahatan, serta harus dipecat dari jabatannya. 
Kalau dilakukan dengan tidak sengaja, maka ia tidak wajib menggantikan 
kerugian yang diderita salah satu pihak yang berperkara, karena kedudukannya 
sebagai qadhi, berarti wakil dan utusan dari pihak penguasa yang 
mengangkatnya.4 
 Dalam mengambil suatu keputusan seorang hakim di pengadilan agama 
harus betul-betul berdasarkan fakta-fakta kebenaran dengan didukang beberapa 
bukti-bukti, keterangan, dan lain sebagainya, tentu keputusan tersebut merupakan 
suatu keputusan berdasarkan hati sanubari seorang hakim yang selalu berpedoman 
kepada ajaran agama dan meyakini bahwa kecurangan itu pasti ada nanti 
balasannya di hari kemudian. Namun seorang hakim apabila dia melakukan 
putusan dengan ada unsur kesengajaan dengan catatan merugikan salah satu 
pihak, baik pihak penggugat atua pihak tergugat, maka hakim tersebut diberi suatu 
denda disamping dia membayar ganti rugi yang telah dirugikan, dia juga diberikan 
hukuman kepada dirinya sebagai hukum ta’zir dan dipecat dari jabatannya. 
Jadi melihat putusan-putusan diatas, ada beberapa faktor yang bisa 
menjadi kerangka berfikir penyusun untuk memberikan suatu ulasan bahwa 
macamnya putusan ada beberapa hal antara lain: 
a. Putusan yang menyalahi Nash (Al-Qur’an dan hadits). Maka setiap hakim 
yang kepadanya di ajukan putusan itu dari berperkara harus membatalkannya, 
seperti putusan membolehkannya dinikahi lagi istri yang telah dijatuhkan talak 
tiga, dengan bekas suaminya. 
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b. Apabila yang menjadi pokok perselisihan itu adalah masalah keputusan hakim 
untuk memutusakan hukum dalamperkara itu,seperti yang salah satu pihak 
berperkara itu adalah ayahnya sendiri, anaknya, atau istrinya, atau termasuk 
orang-orang kerabatnya dengan hakim itu, dapat menyebabkan kecenderungan 
untuk membela dan memutuskan hukum demi kemaslahatan mereka, atau 
antara hakim dan salah satu pihak yang berperkara itu ada rasa permusuhan 
lalu ia memutuskan hukum dan mengalahkan pihak lain. 
c. Putusannya hukum tentang kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dalam 
nash maupun ijma’, sehingga diputus atas dasar ijtihad, maka putusan tersebut 
tidak boleh dibatalkan oleh siapapun dan harus dilaksanakan.5    
2. Macam-Macam Keputusan  
Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugat berdasarkan adanya 
suatu sengketa atau permusuhan, dalam arti putusan merupakan produk 
pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu produk pengadilan yang 
sesungguhnya. Disebut Jurisdiction Contentiosa, karena adanya dua pihak yang 
berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat). 
Dilihat dari segi fungsinya putusan hakim terdiri atas: 
a. Putusan akhir (eind vonnis), yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan 
dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan. 
b. Putusan sela (tussen vonnis), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam  
 
5Ibid. h. 85 
 
6Mukri Arto, Praktik Perkara Pada Peradilan Agama, (cet. 4, Yogyakarta: Pustaka 




proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk 
memperjelas dan memperlancar persidangan. 
c. Putusan serta-merta, yaitu putusan pangadilan agama yang pada putusan 
tersebut oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dilakukan 
upaya hokum baik verzet, banding maupun kaasasi dan memakan waktu relatif 
lama, lalu ada suatu gugatan dari salah satu pihak, agar putusan yang telah 
dijatuhkan oleh pengadilan agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi 
menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.6 
Putusan sela dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: 
1. Putusan provisional (provisioniele vonnis), yaitu putusan yang dijatuhkan 
untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara agar dilakukan 
tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon sebelum dijatuhkan 
keputusan akhir, misalnya putusan tentang jaminan. 
2. Putusan insidentil (insidentiele vonnis), yaitu putusan yang berhubungan 
dengan peristiwa (insiden) yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan 
siding tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara misalnya putusan 
tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang, putusan tentang hakim dan 
lain-lain. 
3. Putusan interlokotoir (interlocotoir vonnis), yaitu putusan yang isinya 




7Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah, (cet. 1, 




Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, 
putusan dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 
a. Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon 
tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil dengan resmi, 
sedangkan penggugat/pemohon hadir. 
b. Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan 
gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah 
dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan mohon 
putusan. 
c. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat 
dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para 
pihak.8  
Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi kepada 
empat macam, yaitu: 
1. Putusan tidak menerima gugatan penggugat, yaitu gugatan 
penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena tidak dipenuhinya 
syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif). 
2. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan 
setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil gugat 
tidak terbukti (putusan negatif). 
 
8Ibid, h. 119 
 
9Ibid. h. 120 
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3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak 
menolak selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti 
dan ada pula yang tidak terbuktiatau tidak menuhi syarat (putusan campuran 
positif dan negatif). 
4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang 
terpenuhi syarat gugat dan terbukti dalil-dalil gugat (putusan positif).9  
Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, 
putusan terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 
1. Putusan diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah 
menurut hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-semata. 
Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang 
dimohonkan itu ada atau tidak ada. Dalam putusan deklatoir tidak ada dalam 
lapangan hukum badan pribadi, misalnya mengenai pengangkatan anak, 
kelahiran, penegasan hak atas suatu benda. Putusan deklatoir bersifat 
penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak 
ada sengketa. Bunyi dictum putusan deklatoir adalah seperti berikut: 
Menetapkan 
Menerima permohonan pemohon. 
Mengabulkan permohonan pemohon. 
Menyatakan, bahwa…dst…dst 
Menyatakan pula, bahwa…dst…dst 
Pernyataan “menerima permohonan pemohon” artinya permohonan 
pemohon memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan 
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ditetapkan lewat persidangan pengadilan. Mengabulkan artinya mengakui apa 
yang dimohonkan oleh pemohon. Menyatakan artinya keadaan hukum tertentu 
yang dimohonkan itu ada demikian, atau tidak ada. Jadi, fungsi pernyataan di 
sini adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau 
keadaan yang sudah tidak ada.10 
Putusan deklatoir ini terjadi pula dalam putusan sebagai berikut: 
a. Permohonan talak. 
b. Gugat cerai karena perjanjian ta’lik talak. 
c. Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya. 
d. Penetapan ahli waris yang sah. 
e. Penetapan adanya harta bersama. 
f. Perkara-perkara valunter dan seterusnya.11 
2. Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hokum baru 
yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan 
tersebut. 
Amar putusan konstitutif “menyatakan…” dan putusan konstitutif terdapat 
pada putusa-putusan sebagai berikut: 
a. Putusan ggugu, ditolak dan putusan tidak diterima. 
b. Gugatan cerai bukan karena ta’lik talak. 
 
10Abdulkadir  Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2000), h. 150 
11Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah, (cet 1, 





c. Putusan verstek. 
d. Putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.12 
3. Putusan komdemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah 
satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau 
menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar 
putusan komdemnatoir berbunyi “menghukum….”Putusan ini mempunyai 
kekuatan eksekutorial, yang bila terhukum tidak mau melaksanakan isi putusn 
secara sukarela, maka atas permohohon penggugat, putusan dapat 
dilaksanakan dengan paksa (execution force) oleh pengadilan agama yang 
memutuskan. 
B. Prosedur Penetapan Putusan 
Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut: 
1. Musyawarah Majelis Hakim 
Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan 
untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan 
sedang diproses dalam persidangan pengadilan agama yang berwenang. 
Musyawara majelis hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang 
dihasilkan dalam rapat majelis hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota 
majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah majelis ini adalah 
untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedanng diadili itu dapat 




 Ketua majelis hakim memimpin rapat permusyawaratan tersebut dengan 
memberikan kesempatan pertama berbicara kepada anggota majelis yang yunior 
untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian baru hakim yang senior dan 
terakhir baru ketua majelis hakim itu sendiri. Dalam permusyawaratan majelis 
hakim itu setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam hal: (1) mengonstatir 
peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, 
mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan 
tersebut, (2) mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak 
kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-
benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang 
dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, 
dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah 
dikonstatir itu, (3) mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan 
keadilan kepada para pihak yang berperkara.13 
 Jika dua orang hakim anggota majelis berpendapat sama terhadap hal 
tersebutdi atas, maka hakim yang kalah suara itu, termasuk ketua majelis hakim 
harus menerima pendapat yang telah sama itu. Hakim yang kalah suara tersebut 
dapat menuliskan pendapatnya dalam sebuah buku (catatan hakim) yang khusus 
disediakan untuk itu yang disimpan oleh ketua pengadilan agama yang bersifat 
rahasia. Dalam buku catata tersebut harus memuat: (1) nama hakim yang tidak 
sependapat itu, (2) kedudukannya dalam majelis, 
13Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan peradilan agama, (cet 
4, Jakarta: KENCANA, 2005), h. 275 
14Ibid. h. 276 
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(3) nomor perkara yag tidak sependapat, (4) tanggal putusan perkara yang tidak 
sependapat, (5) pendapat hakim yang bersengkutan serta alasan-alasan pendapat 
hakim yang tidak sependapat itu, (6) paraf hakim yang tidak sependapat.14 
 Jika terjadi masing-masing anggota majelis hakim itu berbeda pendapat 
satu sama lain terhadap perkara yang mereka periksa dan adili, dan masing-
masing anggota majelis mempunyai pendapat yang sama kuat dan sama akurat 
analisis yuridis, satu sama lain tidak mendukung dalam perkara yang dihadapinya, 
sedangkan pihak pencari keadilan mohon kepada majelis hakim agar perkara 
segera diputus, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan alternatif 
yaitu: (1) persoalan tersebut dibawa ke rapat pleno hakim yang ada dipengadilan 
agama tersebut yang dipimpin oleh ketua pengadilan agama, rapat pleno anggota 
hakim yang ada di pengadilan agama itu dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, 
(2) ketua majelis hakim karena jabatannya dapat mempergunakan hak vetonya 
dalam menyelesaikan perkara tersebut, dengan catatan pendapat hakim yang tidak 
sependapat tersebut dicatat dalam buku catatan sebagaimana tersebut diatas. 
 Pada dasarnya panitera yang ikut sidang tidak dibenarkan untuk mengikuti 
rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia itu. Namun karena 
tugas seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pangganti, adalah 
bertugas membantu hakim dengan menghadiri sidang dan mencatat jalannya 
sidang pengadilan,  maka sehubungan dengan hal ini kehadiran panitera sidang 
dalam rapat permusyawaratan hakim itu dapat dibenarklan jika ketua majelis 
hakim memandang kehadiran panitera sidang itu diperlukan.  
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 Satu hal lagi yang perlu mandapat perhatian para praktisi hukum di 
lingkungan peradilan agama adalah ketentuan yang tersebut dalam pasal 189 
R.Bg, pasal 178, 179 HIR, dan pasal 39-41 RO yang menyatakan bahwa dalam 
rapat permusyawaratan majelis hakim itu, karena jabatannya hakim harus 
menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, majelis 
hakim wajib memberikan keputusan tentang semua bagian gugatannya dan 
dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau 
memberikan lebih dari yang dimohonkan. Hasil rapat permusyawaratan majelis 
hakim hanya dapat diketahuipada saat dibacakan keputusan dalam sidang terbuka 
untuk umum. 
 Pembacaan putusan dilaksanakan oleh ketua majelis hakim, jika putusan 
yang dibacakan itu terlalu panjang maka dapat dibacakan secara bergantian antara 
anggota majelis hakim yang lain, dengan ketentuan bagian pendahuluan 
dibacakan oleh ketua majelis, bagian duduknya perkara dibacakan oleh hakim 
anggota yag junior dan tentang hukumnya dibacakan oleh hakim yang senior. 
Sedangkan amar putusan dibacakan kembali oleh ketua majelis. Sebaiknya suatu 
putusan tanggal musyawarah hakim sama dengan tanggal pembacaan putusan 
tersebut dalam sidang trerbuka untuk umum, tetapi jika permusyawaratan majelis 
hakim dan pembacaan putusan dilakukan pada hari yang berbeda, maka kata-kata 
bagian penutup tersebut harus ditulis “demikian putusan ini diputus atau 
ditetapkan dalam sidang permusyawaratan tanggal......... dan dibacakan dalam 
sidang terbuka untuk umum pada hari.........tanggal......... 
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Untuk menghindari adanya perbedaan antara bunyi putusan yang 
diucapkan dlam sidang dengan yuang tertulis dalam berita acara sidang/putusan, 
maka mahkamah agung RI denga SEMA no 5 tahun 1959 tanggal 20 april 1959 
dan SEMA no 1  tahun 1962 tanggal 2 maret 1962 menginstruksikan kepada 
seluruh hakim agar pada waktu putusan pengadilan diucapkan, minimal konsep 
jadi putusan telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya dan telah 
diparaf oleh semua anggota majelis. Alangkah lebih baik lagi kalau pada waktu 
putusan itu diucapkan sudah menjadi putusan final.    
2. Metode Penemuan Hukum 
Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa 
oleh majelis hakim merupan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun 
para hakim dianggap tahu hukum (ius corianovit), sebanarnya para hakim itu 
tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada 
yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili 
dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak 
suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas, melainkan ia wajib 
mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (lihat pasal 28 undang-
undang nomor 4 tahun 2004 poin (1) tentang hakim dan kewajibannya).15 
 
15Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, (Surabaya: 




Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus 
mengetahui denga jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara 
tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih 
dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan 
tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. 
Terhadap dalam hal yang terakhir ini, majelis hakim  harus mengkonstatir dan 
mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa /fakta 
yang kongkrit. Setelah majelis hakim menemukan peristiwa dan fakta secar 
objektif, maka majelis hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan 
akurat terhadap peristiwa yuang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang 
dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lemgkap, mak majelis 
hakim karena jabatnnya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu 
sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara(lihat pasal 1778 ayat (1) 
HIR dan pasal 189 ayat(1) R.Bg).Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu 
perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat 
mencarinya dalam: (1) kitab-kitab undang-undang sebagai hukum yang tertulis, 
(2) kepala adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 
Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan 
catatan bahwa hakim sama sekali tidakl boleh terikat dengan putusan-putusan 
yangterdahlu itu, ia dapat menyimpan dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat  
 




ketidak benaran putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum 
kontemporer. Tetapi hakim dapt berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat 
memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan 
ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada 
sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.16 
Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut 
diatas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus 
mencarinya dengan menggunakan interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi 
adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada 
bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran 
logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana 
hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat 
hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Dahulu dikenal dengan 
doktrin Sens clair yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh 
dilakukan kalauperaturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto atau 
peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum 
oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin sens clair ini 
sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang 
menganggap bahwa hakim dalam setiapputusannya selalu melakukan penemuan 
hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi fikiran manusia yang 
sangat bernuansa. Dalam arus globalisasi seperti saat sekarang ini banyak hal 
terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-
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undangan banyak yang statis dan lamban dalam menyesuaikan diri denga kondisi 
perubahan zaman.   
3. Tehnik Pengambilan Putusan 
Dari segi metodologi, para hakim di lingkungan peradilan agama dalam 
mengambil keputusan terhadap perkara yanng diperiksa dan diadili hendaknya 
melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Perumusan masalah atau pokok sengketa. 
Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari 
informasi dari penggugat maupun dari tergugat, yang termuat dalam 
gugatannya dan jawaban tergugat, replik dan duplik. 
Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim  yang memeriksa 
perkara tersebut memperolah kepastian tentang peristiwa konkrit yang 
disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang 
merupakan pokok masalah dalam suatu perkara. 
Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim 
merupakan kunci dari proses tersebut. Kalau pokok  masalah sudah salah 
rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah. 
b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian. 
Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menemukan 
siapa yang dibebani pembuktian yang pertama kali. Dari pembuktian inilah, 
hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang 
dianggap benar dan fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta 
yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya. 
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c. Analisa data untuk menemukan fakta. 
Data yang diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut 
sehingga melahirkan suatu putusan yang akurat dan benar. Jadi fakta itu dapat 
berupa keadaan suatu benda, ferakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang 
benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk eksistensi suatu benda, atau kejadian 
yang benar-benar wujud dalam kenyataan, ruang dan waktu. Fakta berbeda 
dengan angan-angan, fiksi dan pen dapat seseorang. Fakta ditentukan 
berdasarkan pembuktian. 
Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas sedangkan fakta 
merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu 
yang wujud. Hukum merupakan tentng hak dan kewajiban, sedangkan fakta 
merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum.  
Fakta ada yang sederhana dan adapula yang kompleks, ada yang ditemukn 
dengan hanya dari keterangan para saksi, tetapi ada juga yang ditemukan 
dengan penalaran dari beberapa fakta. 
d. Penemuan hukum dan penerapannya. 
Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan 
dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari 
undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi 
yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. 
Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan 
hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa 
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konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undang, 
sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. 
Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus 
mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. 
Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan 
konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.  
e. Pengambilan keputusan. 
Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, 
maka ia harus menuangkan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusa. 
Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian yaitu: 
a. Kepala putusan 
Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas 
putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa” (pasal 435 RF) apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan 
pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan 
putusan tersebut (pasal 224 HIR/258 R.Bg). 
b. Identitas para pihak 
Sebagaimana suatu perkara atau gugatan, pasti mempunyai sekurang-
kurangnya dua pihak, maka dari para pihak harus jelas seperti nama, umur, 






c. Pertimbangan hukum 
Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim, 
sehingga memerlukan perhatian yang teliti dan cermat. Apabila 
pertimbangan hukum dalam suatu putusan hakim kurang lengkap, bagi 
peradilan tinggi maka MA menjadi lembaga pertimbangan hukumnya 
yaitu Mahkamah Agung pertimbangan hukum, atau tentang hukumnya, 
memuat hal-hal sebagai berikut: 
1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 
disangkal atau dibantah. 
2. Analisis yuridis terhadap segala aspek yang menyangkut faktor atau 
hal-hal yang terbukti selama persidangan 
3. Pertimbangan hakim secara yuridis dengan titik tolak pada alat bukti, 
yurisprudensi atau doktrin. Pertimbangan itu hendaknya disusun secara 
logis, sistematis dan saling terkait satu sama lain. 
4. Petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu persatu, 
sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti tidaknya 
sehingga dapat dikabulkan atau tidak tuntutan tersebut dalam amar 
putusan hakim. 
Selain tersebut diatas, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang 
kalah (pasal 181, 183 HIR / 192 RBg). Biaya perkara terdiri dari biaya 





d. Amar (Isi Putusan) 
Amar atau isi putusan dinamakan juga dengan kata dictum, hal ini 
merupakan aspek penting dan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan 
dimulai dengan kata “mengadili”.Hakim wajib mengadili atas perkara 
yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Ultra 
Pelita), vide pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR/pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Dan 
bunyi awal putusan harus sesuai dengan pertimbangan hukum yang 
menyatakan menerima eksepsi (jika ada) atau mengabulkan atau menolak 
petitum penggugat.17 
C. Penyimpangan Keputusan Hakim Dan Penolakan Keputusan Hakim 
Penyimpangan keputusan hakim dan penolakan putusan adalah merupakan 
suatu ketetapan demi menjaga penyimpangan dan menjadi dasar hukum, 
sedangkan penolakan merupakan pelanggaran yang menjadi kesalahan yang 
dilakukan para hakim dalam memutuskan perkara, karena penolakan ini tidak 
sesuai dengan aturan yang berlaku, karena hakim memutuskan perkara hanya 
berdasarkan kepada kemauannya sendiri sehingga terjadi penolakan keputusan.  
Di masa bani umayah, sebagian qadhi telah mengingatkan pentingnya 
penghimpunan putusan-putusan dan pencatatannya, dan putusan pengadilan yang 
pertama kali dicatat adalah putusan hukum yang dijatuhkan oleh Sulaiman, qadhi 
mesir di masa khalifah mu’awiyah bin abi sufyan dalam kasus harta peninggalan  
 
 
17Faisal Kamil, Asas hukum acara perdata, (cet 1, Jakarta: Iblam, September 2005),       h. 
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yang dipersengketakan, dan telah pernah diputuskan masa lalu kemudian 
dipersengketakan kembali, lalu diulangi pemeriksaannya dan diputuskan dan lagi 
kemudian dicatat.18 
Sedangkan pendapat lain yang memberikan suatu analisa adalah sebagai 
berikut: 
Menurut mazhab Hanafi, apabila ada pihak yang berperkara yang 
menghendaki dicatat, maka hukumnya akan menjadi wajib, dan demikian menurut  
riwayat yang sah dari mazhab Ahmad, oleh karena itu masalah penghimpunan 
putusan dan pencatatan berita acara merupakan masalah ijtihadiyah yang tidak ada 
satu nash agama yang melarang atau memerintahkannya, maka pelaksanaannya 
berjalan menurut kepentingan kemaslahatan manusia yang ditetapkan oleh 
penguasa, maka apabila diinstruksikan untuk penghimpunannya maka menjadi 
suatu kewajiban menurut syara’.19 
Sedangkan pendapat lain memberikan suatu penafsiran, hakim wajib 
mencatat keputusan yang dibatalkan itu sebagaimana ia mencatat keputusan 
hukum supaya pencatatan kedua itu membatalkan yangn pertama, sebagaimana 
keputusan yang kedua membatalkan yang pertama. Kalau ia tidak mencatat, 
sesunggunya tidak diharuskan pencatatan itu dengan pembatalan dan sesunggunya 
pencatatan dipandang lebih utama.20 
 
19Ibid. 
20Departemen agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, op. 




Kalau diperhatikan beberapa pendapat tersebut diatas, dilihat dari segi 
redaksi dan tujuannya adalah sama, namun dalam memahami suatu masalah 
memang memerluka suatu ketelitian yang sangat mendalam, karena keputusan 
hakim merupakan keputusan final, dan perlu dicatat bahkan Imam Hanafie 
mengatakan wajib, karena keputusan itu merupakan hasil ijtihad para hakim, 
karena hakim memutuskan perkara berdasarkan keterangan semua pihak yang 
terlibat dalam perkara   itu,   sedangkan    pendapat   lain   ada   yang   lebih   hati-
hati,   karena dia menganjurkan juga supaya pembatalan hukum juga dicatat, 
dengan alasan kalau nanti kasus yang sama juga tidak usa lagi disidangkan karena 
sudah ada kasus dulu dibatalkan. Ulasan tersebut kalau dilihat dari segi hukum 
bisa juga demi mengurangi kinerja para hakim kalau ada kasus yang dalam 
perkara dipengadilan. 
Sedangkan penolakan keputusan hukum adalah putusan yang tidak 
mempunyai kecakapan untuk menjadi hakim, menurut pendapat ulama “semua 
orang yang tidak cakap memutuskan perkara, tidaklah halal baginya untuk 
menetapkan keputusan hukum, jika dia memutuskan perkara maka dia berdosa 
serta tidak boleh melaksanakan keputusan hukumnya baik tepat atau tidak, karena 
ketetapan hal itu harus ittifak tidak keluar dari ketentuan syara’, maka dianggap 
telah menyimpan dari putusannya, baik tepat atau tidak. Hukum-hukumnya itu 
tertolak keseluruhannya, dan tidak sesuatupun yang menjadi halangan dari yang 
demikian.21   
 
21Syek Muhammad Syarbaini Al Khatib, Mughnil Muhtaj, juz IV (Mesir: mustafa al babi 





EKSISTENSI DAN PERAN HAKIM WANITA 
 
A. Eksistensi Hakim Wanita Pada Pengadilan Agama Dalam Memberikan 
Putusan Terhadap Penyelesaian Perkara. 
Sebelum penulis memaparkan lebih jauh tentang eksistensi hakim wanita 
maka akan memaparkan tentang ciri-ciri fisik dan kejiwaan yang terdapat pada 
laki-laki dan perempuan. Secara fisik-biologis laki-laki dan perempuan tidak saja 
dibedakan oleh identitas jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologis lainnya, 
melainkan juga komposisi kimia dalam tubuh. Perbeda yang terakhir ini 
mnimbulkan akibat-akibat fisik-biologis seperti laki-laki mempunyai suara yang 
lebih besar, berkumis, berjenggot, pinggul lebih ramping, dada ang datar. 
Sementara perempuan mempunyai suara yang lebih bening, buah dada menonjol, 
pinggul umumnya lebih lebar dan organ reproduksi yang amat berbeda dengan 
laki-laki.1  
Dan secara kejiwaan laki-laki itu sangat agresif, independen, tidak 
emosional, lebih objektif, tidak mudah terpengaruh, lebih aktif, dan lain 
sebagainya. Sedangkan secara kejiwaan perempuan itu tidak terlalu agresif, tidak 




1Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, (cet II, Jakarta: 
Paramadina, agustus 2001), h. 41-42 
 
2Ibid. h. 43 
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Dari sebahagian kecil perbedaan diatas maka dapat dilihat bahwa laki-laki 
itu mempunyai tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang perempuan. 
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 
34 sebagai berikut: 
                            
      




Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.3  
 
 
Namun demikian ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak 
perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat, seperti halnya seorang 
hakim. Berbicara tentang hakim, baik itu hakim laki-laki ataupun hakim 
perempuan, keduanya memiliki tingkatan yang sama, atau boleh dikatan bahwa 
keduanya sejajar, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Namun mereka 
mempunyai peran dan keunggulan masing-masing tergangtung pada perkara yang 
dihadapinya. 
Kalau berbicara tentang hakim wanita maka pada dasarnya peranan hakim 
khususnya hakim wanita juga sangat memegang peranan penting, karena dalam  
 
3Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya, (Semarangs: PT. 
Karya Toha Putra, 1992), h. 363 
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hukum Islam para hakim termasuk hakim wanita dalam mengadili suatu perkara 
di pengadilan agama, bukannya hakim hanya mencari kebenaran formal akan 
tetapi hakim juga diharuskan mencari kebenaran materiil, dalam arti kata bahwa 
setiap alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara itu pada dasarnya harus 
diyakini oleh hakim yang mengadili dalam artian alat bukti tidak terpisah dengan 
keyakinan hakim atau alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara 
harus diyakini kebenaranya oleh hakim (hakim wanita) yang mengadili hawa 
nafsu mereka. 
Keberadaan hakim wanita disini sangat memegang peranan penting 
terutama dalam mengadili atau dalam proses pemeriksaan perkara-perkara bias 
jender. Hal ini dapat kita lihat dalam proses pemeriksaan perkara misalnya 
perkara cerai gugat. Seorang penggugat dalam hal ini seorang wanita akan lebih 
terbuka dalam memberikan atau mengeluarkan alasan-alasan sebab perceraian 
tersebut, ketika salah satu dari anggota majelis hakim itu adalah seorang wanita.   
Hal ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Dra. Hj. Sulastri, S.H, 
bahwa seorang hakim wanita disini juga akan lebih gampang dalam hal 
memberikan nasehat kepada si pemohon. Sebagaimana kita ketahui bersama 
bahwa perempuan itu memiliki rasa atau perasaan yang lebih dibandingkan 
seorang laki-laki. Maka dari pada itu peran hakim wanita akan terlihat dalam 
proses perdamaian yaitu dalam memberikan nasehat kepada si pemohon, apatalagi 
dalam hal ini yang diberi nasehat  
4Dra. Hj. Sulastri. S.H., Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 
Pengadilan Agama Kab. Selayar, tanggal 27 Agustus 2009 
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adalah sesamanya wanita. Namunpun demikian ini hanya sebatas dalam hal 
memberikan nasehat, untuk proses selanjutnya sudah tentu mengikuti aturan yang 
ada.4 
Hal ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Dra. Hj. Sulastri, S.H, 
bahwa sekalipun seorang ibu atau istri yang mengajukan gugatan maka janganlah 
sekali-kali kamu mengadili atau memutuskan yang demikian itu dengan 
mengikuti hawa nafsumu karena memungkinkan kamu untuk memutuskan hal itu 
dengan tidak adil.5 
Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa hakim termasuk hakim 
wanita dalam mengadili suatu perkara pada dasarnya harus menjatuhkan 
putusannya berdasarkan apa yang telah Allah tunjukkan dalam Al-Qur’an. Dan 
Allah juga memberikan peingatan kepada hakim apakah itu hakim wanita atau 
laki-laki bahwa jangan sekali-kali dalam menjatuhkan putusan dalam keadaan 
mengikuti hawa nafsu mereka, karena kesemuanya itu hanya membawa kepada 
kemudharatan yang membuat kamu tidak mengadili dengan adil. Allah 
memerintahkan kepada kamu (hakim) agar dalam menjatuhkan putusan harus 
berlaku adil, dalam hadits Rasulullah Saw, sudah dijelaskan hal itu, seperti yang 
disebutkan dari Buraedah sebagai berikut: 
 
 
5Dra. Hj. Sulastri. S.H., Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 
Pengadilan Agama Kab. Selayar, tanggal 27 Agustus 2009 
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 ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ ﮫﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ةﺪﯾﺮﺑ ﻦﻋ : رﺎﻨﻟا ﻰﻓ نﺎﻨﺛا ﺔﺛﻼﺛ ةﺎﻀﻘﻟا
 ﻰﻀﻘﯾ ﻢﻠﻓ ﻖﺤﻟا فﺮﻋ ﻞﺟرو ،ﺔﻨﺠﻟا ﻰﻓ ﻮﮭﻓ ﮫﺑ ﻲﻀﻘﻓ ﻖﺤﻟا فﺮﻋ ﻞﺟرو ﺔﻨﺠﻟا ﻰﻓ ﺪﺣاوو
رﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﮭﻓ ﻞﮭﺟ ﻰﻠﻋ ﺲﻨﻠﻟ ﻰﻀﻘﻓ ﻖﺤﻟا فﺮﻌﯾ ﻢﻟ ﻞﺟرو ،رﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﮭﻓ ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻓ رﺎﺟو ﮫﺑ 
Artinya : 
Dari buraedah dari Nabi Saw, beliau bersabda: hakim itu terbagi kepada tiga 
golongan, satu golongan yang masuk surga dan dua golongna yang masuk 
neraka. Adapun golongan yang masuk surga adalah laki-laki yang mengetahui 
kebenaran lalu ia menghukum dengannya dan laki-laki yang mengetahui 
kebenaran tetapi menyeleweng, maka ia didalam neraka. Dan laki-laki yang 
menghukum perkara-perkara manusia tanpa mengetahui ilmu pengetahuan, 
maka ia dalam neraka.6    
 
 
Lanjut daipada itu dalam Al-Qur’an surah an nisaa’ (4) ayat 135 lebih 
dipertegas lagi sebagai berikut: 
                                   
                                 
                         
 
Terjemahannya: 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka 
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.7 
 
6Al-Hafids Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Qaswaini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: 
Isa Al-Halaby wa Al-Sirkah, t.th), h. 399 
  7Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha 
Putra), h. 79 
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Memang kalau kita telusuri tentang peranan hakim termasuk hakim wanita 
dalam menyelesaikan perkara sangat berat dan sangat tinggi serta pertanggung 
jawabannya dihadapan Allah dikemudian hari terutama dalam hal keadilannya 
dalam memberika putusan tehadapa penyelesaian perkara, sehingga dalam suatu 
hadits, Rasulullah saw bersabda yaitu sebagai berikut: 
 
 ﻲﺑأ نأ ىﺮﺒﻘﻤﻟا ﺪﯿﺳ ﻦﻋ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ اوﺮﻤﻋ ﺎﻨﺛﺪﺣ نﺎﻤﻠﺳ ﻦﺑ ﻞﯿﻀﻗ ﺎﻧﺮﺒﺣأ ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺮﺼﻧ ﺎﻨﺛﺪﺣ
 لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر نأ ةﺮﯾﺮھ :ﺢﺑذ ءﺎﻀﻘﻟا ﻰﻟو ﻦﻣ ﺮﯿﻐﺑ ﻦﯿﻜﺳ 
 
Artinya: 
Hadits Nasrun bin Ali saya beritakan qudhailah bin Sulaeman, hadits Amruh 
bin Abi Amrin dan dari Sayyid Maqburi, dan dari Abu hurairah, Rasulullah 
Saw bersabda: barang siapa yang dikuasakan menjadi qadhi (hakim), sungguh 
ia telah disembeli tanpa pisau.8 
 
Begitu berat peranan dan tanggung jawab seorang hakim (wanita) dalam 
menjalankan suatu tugas sehingga dalam memberikan putusan terhadap 
penyelesaian perkara hakim harus mendengar pembicaraan para pihak dan 
seharusnya juga harus meyakini daripada apa yang diucapkan oleh para pihak 
yang berperkara.  
 
 
8Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abi Daud, Susunan Abi-Tayyib Muhammad Syamsul-Haq 
Al-Azhim Abadi, bersama Al-Hafidz Ibnu Qayyiem Juz’iyyah, dikuatkan Abdurrahman 




Sehubungan dengan hal ini Dra. Sitti Johar, mengemukakan bahwa 
sebelum memberikan putusan maka seorang hakim harus mendengarkan 
keterangan-keterangan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri, yang dimintai 
keterangan mengenai dalil-dalil gugatan atau alasan dan sebagainya, demikian 
pula sebaliknya yaitu tergugat dimintai keterangan mengenai dalil gugatan yang 
telah diajukan oleh penggugat. Bertolak dari hal ini seorang hakim tidak dapat 
melanjutkan sidang lebih lanjut tanpa adanya keterangan dari kedua belah pihak.9 
Oleh karena itu hakim wanita dalam memberikan putusan terhadap 
penyelesaian perkara dia berdasarkan pada dalil-dalil yang telah ditentukan baik 
dalil itu dasarnya dari al-Qur’an maupun dari al-Hadits. 
Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa para hakim termasuk hakim 
wanita dituntut dalam menjatuhkan putusannya harus berpedoman pada dasar 
hukum yang telah ditentkan oleh Allah swt, dan hadits Rasulullah saw, sebagai 
dasar hukum yang utama dalam menjatuhkan putusan terhadap manusia yang 
mencari keadilan. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dra. Hj. Sulastri S.H, bahwa 
seorang hakim dalam memeriksa sampai pada pengambilan keputusan harus 
menjunjung tinggi keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan disini adalah, dari 
awal pemeriksaan  
 
9Dra. Sitti Johar, Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 
Pengadilan  Agama Kab. Selayar, tanggal 27 Agustus 2009 
10Dra. Hj. Sulastri, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 




sampai pada pengambilan keputusan itu sejalan atau sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan hadits.10  
Di sini pada umumnya hakim harus berhati-hati dalam menjalankan 
tugasnya apakah ia hakim laki-laki atau hakim wanita baik dalam memeriksa, 
mengadili, mendamaikan dan memutuskan perkara tersebut. 
Lanjut daripada itu dalam al-Qur’an dikatakan dalam surah an-nisaa’ (4) 
ayat 58 yaitu sebagai berikut: 
                                  
                            
 
Terjemahannya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.11 
 
 
Ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa apabila seorang hakim apakah 
itu hakim wanita dalam memberikan putusannya haruslah berlaku adil kepada 
siapa saja yang diadilinya. Dan putuskanlah perkara dengan apa yang telah 
ditentukan dalam al-Qur’an maupun dalam hadits, akan tetapi apabila kamu tidak 





11Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 69 
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Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Dra. Sitti Johar, bahwa 
ketika seorang hakim telah berusaha meyelesaikan suatu perkara dengan merujuk 
kepada aturan atau pedoman yang ada namun tidak ditemuka tentang perkara 
tersebut maka selesaikanlah persoalan itu dengan jalan ijtihad. Artinya seorang 
hakim berusaha semaksimal mungkin atau mengerahkan seluruh kemampuan 
yang dimiliki oleh seorang hakim untuk mencapai suatu putusan yang adil.12 
 Oleh karena itu dibolehkan para hakim (wanita) menggunakan ijtihad 
dalam memberikan putusannya. Apabila perkara yang diadilinya tidak ada 
dasarnya baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadits, maka dalam hal ini 
Rasulullah saw bersabda sebai berikut: 
ا ﻲﺿر صﺎﻌﻟا ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﻋ لﻮﻘﯾ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﻊﻤﺳ ﮫﻨﻋ ﷲ : ﻢﻛﺎﺤﻟا ﻢﻜﺣ اذإ




Dari Amr Bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda: jika 
seorang hakim akan (memutuskan suatu perkara) lalu ia berijtihad dan ternyata 
benar hasilnya, maka baginya dua pahala, sedang jika ia memutuskan dan 






 12Dra. Sitti Johar, Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 
Pengadilan Agama Kab. Selayar, tanggal 27 Agustus 2009 
 
13Ahmad Bin Hambal, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal, (Beirut: Darul Fikr, Juz, II, 




Berkaitan dengan hadits ini Drs. Fathur Rahman, mengatakan bahwa hadits 
ini menjelaskan bahwa seorang hakim yang memutuskan perkara atas dasar 
ijihadnya, dari keputusan tersebut sesuai dasar dengan ketentuan-ketentuan kitab 
Allah dan Rasulullah saw, maka ia memperoleh dua pahala karena ijtihadnya dan 
pahala karena tercapainya kebenaran. Apabila keputusan yang berdasarkan ijtihad 
itu salah, maka hanya mendapat satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya saja sebab 
ijtihad adalah ibadah, sedangkan kesalahannya adalah uzur.14 
 Dengan demikian, maka dapatlah disimpulkan bahwa ijtihad adalah 
merupakan suatu keharusan yang mutlak sebagaimana perintah atau anjuran yang 
dapat dipahami dari al-Qur’an maupun Sunnah Rasulullah saw. 
 Sesungguhnya kalau ada hakim dalam melaksanakan kedudukannya 
sebagai hakim dan cinta keadilan, tapi ia sendiri menjatuhkan putsan tidak adil, 
sifat yang demikian itu tidak baik, bahkan melanggar kode etik hakim, dan 
termasuk hakim yang berkelakuan tercelah. Jika hakim berkelakuan tercela, maka 
jatuhlah kedudukan dan martabatnya.  Sebab   tugas   dan   kedudukannya   sehari-
hari menemukan kesulitannya dalam menentukan keyakinannya, sehingga 
keyakinannya seringkali menjumpai problem. Andaikata yang demikian itu terjadi 
dalam memberikan keputusan dalam penyelesaian perkara, hakim wanita itu harus 




14Fathur Rahman, Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Bulang Bintang, 
t.th),          h. 216 
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Seorang hakim termasuk hakim wanita wajar dan tepat sekali dalam 
melaksankan kedudukannya berlaku demikian, sebab hakim akan memberikan 
putusan itu atas nama keadilan yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. 
Dan tentunya hakim dalam meminta petunjuk kepada Tuhan, sesuai dengan ajaran 
agama Islam.  
Problem hakim wanita itu adalah banyak menggunakan perasaan dalam 
mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, sehingga ia memohon atau 
meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menetapkan pendiriannya 
(imannya) dan membimbingnya serta memberikan petunjuk kejalan mana dalam 
kesulitan itu yang baik sesuai denga  keadilan yang diridhi oleh Allah swt. 
Biasanya pendirian yang lebih kuat pendirianya, disitulah jalan yang baik dan 
diridhai Allah swt. 
Oleh karena itu seorang hakim wanita akan runtuh dalam kedudukannya 
apabila ia tidak hati-hati didalam memberikan putusan terhadap penyelesaian 
perkara, sehingga untuk memelihra kedudukan seorang hakim wanita maka ia 
harus memperbaiki dan bersifat hati-hati dalam memberikan suatu keputusan 
terhadap perkara, serta harus menampakkan dirinya untuk mewujudkan keadilan 
bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai kebenaran yang sejati. 
B. Peran Hakim Wanita Dalam Menyelesaikan Perkara-Perkara Bias Jender. 
Peran hakim wanita dalam menyelesaikan perkara-perkara bias jender 
memang sangat dibutuhkan termasuk di pengadilan Agama Selayar karena dari 
sekian banyak perkara yang masuk di pengadilan agama, yang menjadi penggugat 
atau pemohon adalah kaum ibu atau istri. Sehingga sangat cocok sekali ketika 
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proses pemeriksaan atau persidangan, satu dari anggota majelis adalah seorang 
hakim wanita. Dengan alasan bahwa seorang hakim wanita lebih banyak 
mengetahui tentang bagaimana perasaan seorang wanita ketika diperhadapkan 
persoalan seperti perceraian ini dibandingkan dengan seorang hakim laki-laki. 
Dalam hal ini, Dra. Hj. Sulastri, S.H, mengatakan bahwa memang hakim 
wanita sangat berperan sekali dalam proses persidangan terutama dalam 
perdamaian pada perkara cerai gugat. Hal ini dikarenakan seorang hakim dan 
penggugat itu adalah sama-sama perempuan, sehingga akan lebih sejalan dalam 
tanya jawab. Adapun peran hakim wanita dalam hal ini yaitu: 1. hakim akan 
leluasa atau lebih rileks untuk memberikan nasehat dan bertanya kepada 
penggugat, 2. penggugat akan lebih terbuka untuk mengungkapkan alasan-alasan 
perceraian tersebut, 3. Dapat mencapai putusan atau penyelesaian perkara dengan 
waktu yang lebih singkat.15 
Terlepas dari apa yang dikemukakan diatas maka seorang hakim wanita 
dalam menyelesaikan suatu perkara, apakah itu perkara cerai gugat atau cerai 
talak dan sebagainya, maka seharusnya diselesaikan sesuai dengan aturan yang 
ada dan tentunya tidak keluar dari al-Qur’an dan hadits. 
Dalam hal ini yang dilakukan oleh seorang hakim wanita dalam 
menyelesaikan perkara-perkara bias jender diantaranya adalah sebagai berikut:  
 
 
15Dra. Hj. Sulastri, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 




1. Mendamaikan kedua belah pihak 
Salah satu cara atau langkah majelis hakim dalam menyelesaika perkara 
perceraian adalah, mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut, sebagaimana 
yang telah dikemukakan oleh Dra. Hj. Sulastri, S.H, bahwa sidang sebelum 
dilanjutkan lebih lanjut, hakim atau majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan 
kedua belah pihak, yaitu memberi nasehat  kepada kedua pihak agar maksud atau 
rencana pereraian mereka dipertimbangkan dengan matang, mengingat hidup 
menjanda dan menduda tentu dapat menimbulkan dampak negative baik terhadap 
diri suami atau istri, juga terhadap anak-anak dan sebagainya.16 
Sehubungan dengan hal tersebut Dra. Sitti Johar, telah mengemukakan 
bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menyelesaiakn 
perkara perceraian disini adalah, memberikan nasehat atau penyerajhan kepada 
para pihak yaitu pihak istri atau suami agar mereka kembali damai, atau dengan 
kata lain mereka mengurunkan niatnya untk bercerai atau memutuskan hubungan 
perkawinan. Mengingat perceraian bukan hanya berakibat negatif terhadap si istri 
atau suami saja, tetapi jugga terhadap pendidikan anak-anak dan lain-lain.17 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu cara atau langkah yang 
dilakukan oleh pengadilan, hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian adalah 
mendamaikan kedua belah pihak, yaitu memberikan nasehat atau arahan kepada 
kedua belah pihak agar maksud atau niat mereka untuk bercerai tidak dilanjutkan. 
 
16Dra. Hj. Sulastri. S.H., Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 
Pengadilan Agama Kab. Selayar, tanggal 2 September 2009 
 
17Dra. Sitti Johar., Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 




Sebagai dasar pengtingnya mendamaikan atau nasehat-menasehati tersebut, 
dapat dipahami firman Allah swt dalam al-Quur’an surah al-Hujurat ayat 10 yang 
berbunyi: 
 
                                  
Terjemahannya: 
Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu dan bertakwalah 
kepada Allah   supaya kamu mendapat rahmat.18 
 
 
 Pada ayat lain Allah swt, berfirman dalam surah an-Nahal ayat 125 yang 
berbunyi: 
 
                               




Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 




18Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 411 
 




Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt, menyerukan agar 
mengajak hamaba-hamba Allah kejalan-Nya. Yaitu bahwa setiap Muslim 
diwajibkan untuk melakukan dakwah, agar kebenaran agama yang telah diterima 
dapat dinikmati oleh orang lain. Kebenaran inilah yang harus disampaikan seluas-
luasnya kepada masyarakat, dengan sikap dan pandangan yang bijak, nasehat 
yang indah, serta argumentasi yang kokoh.  
2. Tanya jawab dengan pihak yang berperkara 
Yang dimaksud dengan tanyajawab di sini adalah, mendengar keterangan 
dari kedua belah pihak yang berperkara, yaitu suami istri yang hendak bercerai. 
Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. M. Tang M.H, bahwa setelah 
majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak 
atau salah satu pihak terutama penggugat tetap saja bertekad atau tetap pada 
pendiriannya, maka mejelis hakim mendengar keterangan dari kedua belah pihak, 
antara lain bagi pihak penggugat dimintai keterangan mengenai dalil gugatan atau 
alasan-alasan dan sebagainya.20 
  Syari’at Islam telah menetapakan atau mewajibkan kepada para hakim 
dalam peranannya sebagai penegak keadian dan kebenaran, hendaknya 
mempersamakan kedua belah pihak yang berperkara dalam lima hal, yaitu: a. 
dalam menghadap kepadanya, b. dalam duduk dihadapannya, c. dalam menerima 
keduanya, d. dalam mendengarkan pada keduanya, e. dalam menghukumi pada 
keduanya. 
 
20Drs. M. Tang, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 





Telah dikemukakan oleh Dra. Hj. Sulastri S.H, bahwa setelah majelis 
hakim mendengar keteranga dari kedua belah pihak dan ternyata kedua belah 
pihak, yaitu suami istri tersebut masing-masing tetap pada pendirian yaitu pihak 
pengguat tetap pada pendirian pada dalil gugatannya dan pihak tergugat juga tidak 
mengakui dalil gugatan yang telah dituduhkannya, dan sebagainya; maka majelis 
hakim mewajibkanatau memerintahkan kedua belah pihak untuk mengajukan 
bukti-bukti, hal tersebut tentunya untuk meyakinkan hakim akan kebenaran yang 
sesungguhnya.21 
Hal tersebut dapat dipahami, bahwa pembuktian merupakan suatu hal yang 
wajib diadakan bagi pihak-pihak yang berperkara. Dan tentunya disamping untuk 
menghindari ada atau banyaknya orang yang menggugat hak atau hartanya 
terhadap orang lain, juga agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal ini 
dapat dilakukan dengan adil dan benar dengan adanya alat bukti itu. 
4. Musyawarah hakim 
Telah dikemukakan oleh Dra. Hj. Sulastri, S.H, bahwa setelah para pihak 
mengajukan alat-alat bukti atau pembuktin mereka, dan majelis hakim telah 
menilai masing-masing alat bukti dari masing-masing suami istri tersebut, maka 
langkah selanjutnya yang dilakukan oleh majelis hakim adalah musyawarah untuk  
 
 
21Dra. Hj. Sulastri S.H, Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 
Pengadilan Agama Kab. Selayar, tanggal 2 September 2009 
 
22Dra. Hj. Sulastri, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kab. Selayar “Wawancara” di Kantor 




mufakat; yaitu majelis hakim mengadakan musyawarah untuk menentukan 
keputusan yang akan diputuskan; tentunya berlandaskan pada alat-alat bukti yang 
telah diajukan oleh para pihak yaitu suami istri yang akan bercerai tersebut.22 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa musyawarah merupakan landasan 
atau suatu hal yang sangat penting terutama dalam menangani atau menyelesaikan 
suatu urusan atau masalah hingga tercapainya suatu keputusan. 
5. Putusan hakim 
Setelah majelis hakim mengadakan musyawarah tentang perkara 
perceraian yang telah ditangani tersebut, dan mereka telah memahami atau 
meyakini atau berkesimpulan tentang hukumnya; maka majlis hakim menjatuhkan 
putusannya atau menjatuhkan putusan terhadap perkara perceraian tersebut. 
Penjatuhan putusan tentunya merupakan salah satu amanah yang harus 
disampaikan, yaitu menyempaikan kepada yang berhak menerimanya, dan 
sebagainya. 
Sebagai dasar tersebut, Allah swt berfirman dalam al-Qur’an surah an-Nisa 
ayat 58 yang berbunyi: 
                                  













Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.23 
 
 
Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan 
oleh seorang hakim atau majelis hakim dalam menyelesaikan perkara di kab. 
Selayar adalah antara lain: 
a. Mendamaikan kedua belah pihak suami istri yang hendak bercerai. 
b. Tanya jawab dengan kedua belah pihak, yaitu mendengar keterangan dari 
pihak suami istri yang hendak bercerai tersebut. 
c. Pembuktian, yaitu mewajibkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat 
bukti. 
d. Musyawarah hakim, yaitu majelis hakim bermusyawarahuntuk memperoleh 
mufakat tentang kesimpulan putusan perkara yang akan diputuskan dan 













Setelah penulis berusaha dengan segenap kemampuan yang ada dalam 
meyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “HAKIM WANITA DI 
PENGADILAN AGAMA SELAYAR (studi atas peran hakim wanita dalam 
menyelesaikan perkara-perkara bias jender)” maka kini sampailah pada bab 
terakhir. Dalam bab ini penilis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari apa 
yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan dilangkapi dengan saran-saran 
sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
1. Hakim dalam upaya memeriksa suatu perkara dan menyelesaikannya, 
tidak boleh memihak dalam perkara yang diajukan kepadanya, harus 
memeriksa dan mengetahui betul perkaranya baru melakukan proses 
selanjutnya karena tanggung jawab seorang hakim adalah menyelesaikan 
perkara tersebut dan berlaku adil dan jujur. Jadi hakim wanita harus 
berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, baik dalam memeriksa, 
mengadili maupun dalam mendamaikannya serta pengambilan keputusan 
demi tegaknya suatu keadilan. 
2. Upaya hakim wanita dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama 
pada prinsipnya jelas sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Al-




3. Keberadaan hakim wanita di pengadilan agama sangat berperan dalam 
menyelesaika perkara. Hal ini logis karena tugas utama pengadilan 
agama adalah menyelesaikan perkara-pekara yang tergolong perkara 
sengketa perkawinan dan lainnya, yang biasanya kebanyakan malibatkan 
kaum ibu/istri, yang pada umumnya lemah kedudukannya. 
B. saran-saran 
1. Keterlibatan berbagai pihak yang tidak hanya pihak pencari keadilan, 
juga para pelaksana undang-undang, yaitu pihak hakim bahwa segenap 
pelaksanaan undang-undang terutama dalam hal peradilan agama 
mengupayakan dengan sebaik-baik mungkin demi tercapainya 
masyarakat yang sadar hukum. 
2. Kepada departemen agama disarankan agar para hakim agama benar-
bena r mendapat penggodokan dalam disiplin ilmu hukum Islam sebagai 
ilmu yang paling banyak digeluti dalam menjalankan tugas. Dengan 
sistem penggodokan yang mapan dan mamadai dapat melahirkan hakim-
hakim agma yang berkualitas, yang padanya bisa lahir hasil-hasil ijtihad 
memuaskan dan diterima baik oleh kalangan masyarakat Muslim. 
3. Kiranya para hakim (laki-laki/wanita) yang mempunyai kesempatan 
duduk dalam lembaga pemerintahan khususnya di pengadila agama, 
senangtiasa memperhatikan perkembangan pengadilan agama kearah 







Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, 
(Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1992) 
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (cet 1, 
Yogyakarta: Liberti, 1988) 
Kamil, Faisal, Asas Hukum Acara Perdata (cet 1, Jakarta : Iblam, 
September 2005) 
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (cet 2, Jakarta, Balai Pustaka 1989) 
K. Lubis, Suhrawardi, Etika Profesi Hukum, (cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 
September 2000) 
 
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, (cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 
april 2005) 
 
C. S. T. Kansil, & Cristine S.T. Kansil, S.H., M.H, Pokok-Pokok Etika 
Profesi Hukum, (cet 2, Jakarta: Pridya Paramita, 2003)  
 
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (cet 
1X, Jakarta: Rineka Cipta, 1993) 
W. J.S. Poerwadarminta, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1983) 
Carito, HS. Sastra, Kamus Pembinaan Bahasa Indonesia, (Surabaya: PT. 
Tiladan, t.th) 
Farid Wajdy, Muhammad, Dairatul Ma’arif, jilid III, (Bairut: Daarul AL-
Ma’rif, 1971) 
Al-Yusuly, Luis Ma’luf, Al-Munjid Fil Lugah, (Bairut: Libanon Darul 
Musyrik, t.th) 
Salam Madkur, Muhammad, AL-Qadha Fil Islam, (Kairo: Darul Nahdah, 
AL-Arabiah, 1970) 
 Ash-Shiddieqy, T. M. Hasby, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 
(Bandung: Al-Ma’arif, t.th) 
Setia Tunggal, Hadi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Harvarindo, 2010) 
78 
  
Musthafa al-Maraghi, Ahmad, Tafsir Al-Maraqhi, Jus v, (Mesir: Musthafa 
al-Halabi, 1974) 
Al-Khatib Asy-Syarbini, Syaikh Muhammad, Mugnil Almuhtaj, Juz IV 
(Kairo: Istiqamah, 1955) 
 Ibnu Rusyd, Bidayatu Al-Mujtahid, dialih bahasakan oleh A. Hanafi, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1969) 
Al-Mawardi, Ahkam As-Sultaniyah, (Mesir; Mustafa al-Babi al-Halabi, 
1960) 
 
Sabid, Sayyid, Anasir al-Quwwat fil Islam, alihbahasa Salaim Bahreisy, 
dan Said Bahreisy, Sumber Kekuatan Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982) 
 
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah 
Syar’iyah (cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 
 
Departemen Agama RI, Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam, Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari’at Islam, (Jakarta: Proyek 
Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1986) 
 
A. Rasyid, Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 1991) 
 
Salam Madkur, Muhammad, Al-Qadha’ Fil Islam, Alihbahasa Imran Am, 
(Surabaya: Bina Ilmu, 1982) 
 
Arto, Mukri, Praktik Perkara Pada Peradilan Agama, (cet. 4, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2004) 
 
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti, 2000) 
 
Kementrian UPW, Jender Dan Sosialisasinya, 1995 
Mannan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan 
peradilan agama, (cet 4, Jakarta: KENCANA, 2005) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, 
(Surabaya: TRINITY, 2004) 
Syarbaini Al Khatib, Syek Muhammad, Mughnil Muhtaj, juz IV (Mesir: 
mustafa al babi al halab, 1958) 
 
Muhammad Bin Yazid Qaswaini, Al-Hafids Abi Abdillah, Sunan Ibnu 




Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abi Daud, Susunan Abi-Tayyib Muhammad 
Syamsul-Haq Al-Azhim Abadi, bersama Al-Hafidz Ibnu Qayyiem Juz’iyyah, 
dikuatkan Abdurrahman Muhammad Usman, Al-Maktabtu Saalafiyah Juz 9. 
 
Rahman, Fathur, Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: 
Bulang Bintang, t.th) 
 
Schirivers, John, Mother For Life, (Netherlan: Eburon Delft, 1987) 
 
Mulia, Sitti Musda, Keadilan Dan Kesetaraan Jender (Persfektif Islam), 
(cet 2, Jakarta: lembaga kajian agama dan jender yayasan pembangunan dan 
pendidikan Dr. Iskandar Tedjakusumah, 2003) 
 
Umar, Nasaruddin, Argument Kesetaraan Jender Persfektif Al-Qur’an,  
(cet 1, Jakarta Paramadina 1999) 
 
 
80 
